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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul  

 

Sebagai langkah awal dalam memahami  skripsi ini, dan untuk 

menghindari salah pengertian dalam memahami skripsi ini, terlebih 

dahulu penulis akan menguraikan beberapa istilah yang terkait dengan 

tujuan  skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak terjadi 

kesalahpahaman dalam pemaknaan judul serta mengarahkan pada 

pengertian yang jelas sesuai dengan apa yang dimaksudkan penulis.  

Adapaun judul karya ilmiah yang penulis bahas dalam skripsi 

ini adalah “Pengaruh  Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas 

Informasi Desa Terhadap Akuntabilitas Laporan  Keuangan Desa 

dalam Perspektif Akuntansi Syariah” Berikut ini uraian pengertian 

beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini yaitu, sebagai 

berikut: 

Pengaruh adalah akibat asosiatif yang mencari pertautan nilai 

antara satu variabel dengan variabel lain.
1
 Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI) Pengaruh merupakan kegiatan yang timbul 

dari sesuatu ikut serta membentuk, watak, kepercayaan atau perbuatan 

seseorang.
2
  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata 

penyajian adalah proses, cara, perbuatan menyajikan). Sedangkan 

Laporan adalah segala sesuatu hal yang dilaporkan. Dalam laporan, 

penulis hanya menyampaikan hal-hal yang exensial (intisari).  Secara 

umum laporan keuangan adalah laporan yang berisi pencatatan uang 

dan transaksi yang terjadi dalam bisnis, baik transaksi pembelian 

maupun penjualan dan transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi 

dan moneter.
3
 Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 

penyajian laporan keuangan adalah proses penyajian yang berisi 

pencatatan uang dan transaksi yang terjadi dalam bisnis, yang 

                                                             
1 Sugiyono, Penelitian Administratif, Bandung, Alfabeta, 2001, hlm.7 
2 “Arti Kata Pengaruh-Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online” Di akses 

pada tanggal 23 Maret 2022 pukul 07.00 WIB. 
3 Ismail kusmayadi, be smart bahasa Indonesia (Bandung: Grafindo Media 

Pratama, 2008), 3 
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bertujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, 

kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian 

besar kalangan pengguna laporan keuangandalam pembuatan 

keputusan ekonomi. 

Aksesibilitas adalah ukuran kemudahan dalam melakukan 

perjalanan dari lokasi tempat tinggal ke lokasi pelayanan yang 

dibutuhkan. Aksesibilitas adalah fasilitas yang disediakan untuk 

semua orang dengan tujuan mewujudkan kesamaan kesempatan dalam 

segala aspek kehidupan.
4
 Informasi menurut Gordon B.Davis dalam 

bukunya berjudul Management Information System, adalah data yang 

sudah diproses menjadi bentuk yang berguna bagi pemakai, dan 

mempunyai nilai pikir yang nyata bagi pembuatan keputusan pada 

saat sedang berjalan atau untuk prospek masa depan.
5
 R.Bintarto 

menyatakan desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan 

antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil 

dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi 

yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, social, ekonomi politik 

dan cultural yang saling berinteraksi antar unsur dan juga dalam 

hubungannya dengan daerah-daerah. Dari pengertian diatas dapat 

disimpulkan bahwa aksesibilitas informasi merupakan suatu aktivitas 

penelusuran dan pemanfaatan sumber-sumber informasi disuatu 

database, dengan tujuan mendapatkan full text secara mudah dan 

sesuai dengan kebutuhan pengguna.
 6
  

Akuntabilitas  adalah kondisi ketika suatu entitas baik badan 

maupun individu dalam melaksanakan tugas atau fungsi yang berada 

dalam pengawasan pihak lain.
7
 Sedamngkan Pengelolaan dalam 

pengertian umum menurut suharismiarikunto adalah 

pengadministrasian, pengaturan, atau penataan suatu kegiatan.
8
 

Keuangan mempelajari bagaimana cara mengetahui berbisnis 

individu, meningkatkan organisasi, mengalokasi, menggunakan 

                                                             
 

5 Zulkifli Amsyah, manajemen sistem informasi (Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama, 1977) hal.289 
6 R.Bintarto, Desa Kota , (Bandung : Alumni, 2010), hlm.6. 
7 Buku LKPP (Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara: 2020), 
8 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 

1996) 
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sumber daya moneter dengan sejalannya waktu, dan menghitung 

risiko dalam menjalankan proyeknya. Dari pengertian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa Pengelolaan Keuangan adalah perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian kegiatan keuangan. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

 

Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam 

suatu negara merupakan suatu kebutuhan. Sejalan dengan 

dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 

perlu mendapat perhatian yang serius. Dalam Undang-Undang 

tersebut diatur tentang perlunya menerapkan kaidah-kaidah yang baik 

dalam pemerintahan, termasuk didalamnya kaidah dalam bidang 

pengelolaan pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik, diantaranya tata kelola keuangan pemerintah 

pusat, daerah dan desa. Diberlakukannya Undang-Undang Desa 

tersebut, yang menjadi perhatian adalah bagaimana selanjutnya 

pemerintahan Desa mengelola keuangan dan 

mempertanggungjawabkannya.
9
 Salah satu pilar tata kelola 

pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Menurut Mardiasmo, 

akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk 

memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan 

segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya 

kepada pihak pemberi amanah (Principal) yang memiliki hak dan 

kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.
10

 

Pada dasarnya, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan 

pengungkapan (disclosure) atas aktivitas dan kinerja kepada pihak-

pihak yang berkepentingan.  Lembaga-lembaga publik harus dapat 

menjadi subyek informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik 

yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk 

didengar aspirasinya.
11

 Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk 

                                                             
9 Ikatan Akuntan Indonesia, Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa, 

Jakarta : IAI-KASP, 2015, h.1 
10 Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, (Yogyakarta : CV Andi Offset, 2002), h. 

20 
11 Nazrina Zuryani, dkk., Akuntabilitas Partai Politik , Bali: Udayana University 

Press, 2016, h.5 
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mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber 

daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Akuntabel yakni bahwa 

setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan 

pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada 

masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
12

 

Anggaran yang akuntabel sudah  terus dibicarakan oleh banyak 

kalangan dan menjadi tuntutan atau harapan publik mulai disadari 

bahkan oleh kelompok masyarakat, akan tetapi dalam prakteknya 

proses penganggaran masih sangat jauh dari istilah akuntabilitas. 

Anggaran yang akuntabel adalah anggaran direncanakan sesuai 

dengan kebutuhan dan dari segi proses harus melibatkan masyarakat 

dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan otonomi daerah. Konsep 

akuntabilitas dalam Islam diartikan sebagai kewajiban dari individu 

atau penguasa yang dipercayakan untuk mengolah sumber daya publik 

dan dapat mempertanggungjawabkannya. Pertanggungjawaban 

kepada Tuhan berkaitan dengan sifat amanah sehingga manusia harus 

mempertanggungjawaban apa yang sudah dilakukannya, sebagaimana 

firman Allah SWT (Q.S An-Nisa’ : 58) : 

                         

                            

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 

amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh 

kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya 

kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya 

Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”
13

  

Dari ayat tersebut dijelaskan, bahwa amanah merupakan 

perilaku yang wajib dimiliki setiap umat dan bagi yang menerima 

                                                             
12 BPKP, Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultsi Pengelolaan Keuangan 

Desa, Jakarta : 2015, h. 35 
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amanat harus menjaga amanah yang diberikan. Dalam praktek 

akuntansi, amanah di interpretasikan sebagai akuntabilitas, bahwa 

para pemegang amanah harus bertanggungjawab kepada pihak yang 

bersangkutan. Pemegang amanah yaitu sektor publik dalam penelitian 

ini pemerintahan desa yang diberi amanah oleh masyarakat, kemudian 

pemerintah desa harus dapat mempertanggungjawabkan amanah yang 

telah diberikan kepada masyarakat. Dalam perspektif Akuntansi 

Syariah, akuntabilitas artinya pertanggungjawaban seorang manusia 

kepada Tuhan, dimana segala tindakannya harus dapat 

dipertanggungjawabkan. Dalam segi akuntansi, akuntabilitas adalah 

upaya atau aktivitas untuk menghasilkan pengungkapan yang benar. 

Pengungkapan tersebut dilakukan pertama yaitu untuk Allah SWT dan 

yang kedua kepada masyarakat. Hal tersebut karena, akuntabilitas juga 

terikat dengan peran sosial dimana kesejahteraan umat juga menjadi 

tujuan utama dari aktivitas perusahaan.
14

  

Tuntutan mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa kini 

menjadi fokus penting bagi perangkat desa, sebab akuntabilitas 

menunjukkan keberhasilan tercapainya visi dari Undang-Undang Desa 

untuk mewujudkan desa yang maju, kuat, mandiri, berkeadilan dan 

demokratis, memiliki kewenangan penuh dalam mengurus atau 

mengatur diri sendiri untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa. 

Akuntabilitas menunjukkan bahwa pejabat publik telah bertindak 

dengan benar, berperilaku etis, serta bertanggungjawab atas kinerjanya 

terhadap masyarakat.
15

  

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap 

pelaksanaan akuntabilitas disektor publik membuat manajemen sektor 

publik harus berupaya meningkatkan sistem akuntabilitasnya kearah 

yang lebih baik. Untuk mencapai efektivitas dan efisiensi asas 

akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, maka harus diketahui 

faktor apa saja yang dapat mempengaruhi akuntabilitas keuangan 

desa. Faktor yang pertama adalah penyajian laporan keuangan. 

Laporan tugas utama desa adalah bentuk penyajian fakta yang 

                                                             
14 Ahmad Syafiq, Urgensi Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat, 

ZISWAF Volume 3, No. 1 Juni 2016, h. 27 
15 Ni Komang dan Gayatri, Faktor-Faktor yang Berpengaruh pada Akuntabilitas 

Pengelolaan Dana Desa, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Volume 26, Nomor 2 

Februari 2019, h. 1270 
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disajikan, hal tersebut berkenaan dengan tanggung jawab yang 

diberikan. Karena tugas utama desa adalah sebagai pengemban 

peradaban atau pengembangan produksi, peningkatan standar 

kehidupan serta melembagakan pengelolaan desa secara demokratis, 

maka lingkup laporan desa ini adalah pelaksanaan program dan 

pencapaian tugas-tugas utama desa tersebut.
16

 Jika dilihat dari sisi 

internal organisasi, laporan keuangan bisa dijadikan sebagai alat 

pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. 

Sedangkan jika dilihat dari sisi eksternal, laporan keuangan dapat 

dijadikan alat pertanggungjawaban. Sehingga laporan keuangan 

bersifat sangat penting sebagai alat ukur sejauh mana kinerja sudah 

dilaksanakan dan menjadi bukti apakah kinerja sudah bisa dikatakan 

akuntabel.  

Faktor kedua adalah aksesibilitas atau keterbukaan informasi 

desa. Pasal 24 huruf d Undang-Undang Desa menjelaskan tentang 

keterbukaaan. Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap 

hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan 

tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa 

dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan. Asas 

keterbukaan dalam Undang-Undang Desa itu juga selaras dengan 

amanat Undang-Undang No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan 

Informasi Publik (UU KIP). Undang-Undang tersebut memberikan 

jaminan kepada seluruh rakyat indonesia untuk mengetahui dan 

memperoleh informasi publik serta memberikan kewajiban kepada 

badan-badan publik untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan 

informasi serta membuka akses atas informasi publik bagi masyarakat 

luas.
17

 Pentingnya penerapan akuntansi keuangan yang baik dan 

mudahnya masyarakat mendapatkan informasi tersebut sangat 

menentukan tingkat akuntabilitas. Pemerintah desa yang akuntabel 

dalam pengelolaan keuangannya berarti mampu menyajikan informasi 

penyelenggaraan pemerintah desa secara terbuka, cepat, dan tepat 

kepada masyarakat, memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban 

                                                             
16 Indra Bastian, Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa, Jakarta : PT Gelora 

Aksara Pratama, 2015, h. 337 
17 Mahbub Junaidi dan Agni Istighfar, Pedoman Standar Layanan Informasi 

Publik untuk Pemerintahan Desa, Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, 2015, h. 1 
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untuk setiap kebijakan publik, dengan memberikan ruang kepada 

masyarakat untuk terlibat langsung serta tersedianya sarana bagi 

publik untuk menilai kinerja pemerintah desa. 

Pengertian keuangan desa menurut Undang-Undang Desa 

adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang 

serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan 

dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban 

tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu 

diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Menurut 

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Pengelolaan 

Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan 

pertanggungjawaban keuangan desa. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 

pemerintah desa diberikan dana untuk dikelola guna membiayai 

penyelenggaraan, pelaksanaan pembangunan pembinaan masyarakat 

dan pemberdayaan masyarakat. Di tahun 2022 kecamatan di Lampung 

Selatan menerima kuncuran dana desa sejumlah Rp.27.002.038.310. 

Anggaran terdiri dari anggaran operasional kecamatan merbau 

mataram sebesar Rp.2.633.573.100 dengan total dana desa (DD) 

sebesar Rp.24.368.465.210.  

Dana tersebut akan dibagi ke sebanyak 52 desa di Lampung 

Selatan termasuk desa Mekar Jaya. Sehingga, masing-masing rata-rata 

desa akan menerima sekitar Rp.519.269.967,5 juta. Di desa Mekar 

Jaya Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan pada 

tahun 2018 anggaran pendapatan dari belanja desa (APBDes) totalnya 

Rp.1.467.407.000 dengan rincian DD Rp.979.152.000, pendapatan 

asli desa (PAD) Rp.30.506.000, bagi hasil pemerintah (BHP) 

RP.18.017.000, Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 363.582.000, Bantuan 

Keuangan Pemerintah (BKP) Provinsi Rp.6.000.000, Bantuan 

keuangan Pemerintah (BKP) Kabupaten Rp.70.150.000. Jadi, belanja 

desa Pemerintah Rp.353.701.000, Pembangunan Rp.808.340.000, 

Pembinaan Rp.84.900.000, Pemberdayaan Rp.109.762.000, 

Penerimaan Rp.43.916.000, dan Pengeluaran Rp.154.620.000. dari 

tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dana desa di desa Mekar Jaya 

Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan totalnya 

sama namun dana desa dilakukan pencairan sebanyak 4 kali pertahun. 
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Objek dari penelitian ini adalah Pemerintah Desa Mekar Jaya, 

Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan yang 

merupakan salah satu entitas pelaporan yang memiliki kewajiban 

untuk menyajikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang 

ada. Keuangan Desa yang diperoleh pemerintah Desa Danasari pada 

tahun 2018 adalah sebagai berikut : 

Tabel 1.1 

 Keuangan Desa Mekar Jaya Tahun 2018 

 

No Keterang

an 

Pendapatan Keteranga

n 

Pengeluara

n 

1.  Pendapata

n Asli 

Desa 

(PAD) 

Rp. 30.506.000 Belanja 

Desa 

Pemerintah  

Rp. 

353.701.000 

2.  Dana 

Desa 

(DD) 

Rp. 

979.152.000 

Pembangun

an  

Rp. 

808.340.000 

3.  Alokasi 

Dana 

Desa 

(ADD) 

Rp. 

363.582.000 

Pembinaan Rp.84.900.0

00 

4.  Bantuan 

Provinsi 

(BANPR

OV) 

Rp. 6.000.000 Pemberday

aan  

Rp. 

109.762.000 

5.  Bagi Hasil 

Pemerinta

h (BHP) 

Rp. 18.017.000 Penerimaan Rp.43.916.0

00 

6.  Bantuan 

Keuangan 
Pemerinta

h (BKP) 

Kabupaten 

Rp.70.150.000 Pengeluara

n 

Rp. 

154.620.000 

1.  Jumlah 1.467.407.000 Jumlah 1.555.23900

0 
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Cukup besarnya dana yang diterima pemerintah desa, 

seharusnya pemerintah desa lebih meningkatkan tingkat 

pertanggungjawabannya. Besarnya keuangan desa yang diterima oleh 

Pemerintah Desa Mekar Jaya Kecamatan Merbau Mataram, 

Kabupaten Lampung Selatan seharusnya pemerintah desa dapat 

meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, akan tetapi 

pada pelaksanaannya masih mengalami berbagai kendala yaitu, 

berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Mustafa 

Akmal, selaku sekretaris  Desa tersebut, kendala yang dialami yakni 

masyarakat setempat masih banyak yang belum mengetahui terkait 

pengelolaan keuangan desa, bagaimana dana desa yang jumlah cukup 

besar digunakan serta dibelanjakan karena kurangnya sosialisasi yang 

dilakukan oleh pemerintah desa. Sebagai pemberi amanah masyarakat 

tentunya wajib mengetahui bagaimana dan untuk apa saja keuangan 

desa digunakan oleh pemegang amanah dalam hal ini yaitu 

pemerintah desa. Hal tersebut dibuktikan dengan masyarakat setempat 

masih minim informasi terkait pengelolaan keuangan desa. 

Berkembangnya teknologi dan informasi setiap pemerintah desa bisa 

meningkatkan akuntabilitas dengan mudah salah satunya yaitu 

informasi desa yang mudah diakses, terkait dengan keuangan desa 

digunakan untuk apa saja dan kegiatan apapun. Tidak tersedianya 

laporan keuangan atau laporan pertanggungjawaban melalui papan 

informasi desa, website, maupun surat edaran dalam hal pengelolaan 

keuangan desa membuat masyarakat setempat sulit mengetahui 

realisasi penggunaan keuangan desa. Dari permasalahan-permasalahan 

tersebut, peneliti ingin mengetahui hubungan antara faktor-faktor yang 

mempengaruhi akuntabilitas keuangan desa di Desa Mekar Jaya, 

Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan. 

Berdasarkan uraian tersebut dari hasil wawancara dengan salah 

satu pegawai desa Mekar Jaya Kecamatan Merbau Mataram 

Kabupaten Lampung Selatan pada saat observasi bahwa laporan 

keuangan pada Desa Mekar Jaya sudah cukup baik hanya saja 

kurangnya aksesibilitas informasi, dan bagaimana jika akuntabilitas 

pengelolaan keuangan desa dalam perspektif Akuntansi Islam.  Maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Informasi Desa 
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Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Desa Dalam 

Perspektif Akuntansi Syariah”. 

  

C. Identifikasi Dan Batasan Masalah 

 

1. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diidentifikasi beberapa hal 

sebagai berikut: 

a. Penyajian Laporan Keuangan berpengaruh terhadap 

Akuntabilitas Laporan Keuangan Desa Mekar Jaya Kecamatan 

Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan. 

b. Aksesibilitas Informasi Desa berpengaruh terhadap 

Akuntabilitas Laporan Keuangan Desa Mekar Jaya Kecamatan 

Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan. 

 

2. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, untuk menghindari 

kemungkinan meluasnya masalah yang akan diteliti, maka peneliti 

memberikan batasan dalam penelitian ini yaitu pada pengaruh 

penyajian laporan keuangan, Aksesibilitas informasi desa terhadap 

akuntabilitas Laporan keuangan desa dalam perspektif Akuntansi 

Syariah. 

 

D. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang 

diajukan yaitu: 

1. Apakah penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap 

akuntabilitas Laporan  keuangan desa Mekar Jaya Kecamatan 

Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan? 

2. Apakah aksesibilitas informasi desa berpengaruh terhadap 

akuntabilitas Laporan  keuangan desa Mekar Jaya Kecamatan 

Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan? 

3. Bagaimana Akuntabilitas Laporan  Keuangan Desa dalam 

Perspektif Akuntansi Syariah? 

 



11 

 

E. Tujuan Penelitian  

 

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas maka Tujuan penelitian ini 

yaitu: 

1. Untuk menganalisis pengaruh penyajian laporan keuangan 

terhadap akuntabilitas Laporan keuangan desa di Desa Mekar Jaya, 

Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan. 

2. Untuk menganalisis pengaruh aksesibilitas informasi desa terhadap 

akuntabilitas Laporan keuangan desa di Desa Mekar Jaya, 

Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan. 

3. Untuk Mengetahui Bagaimana Akuntabilitas Laporan Keuangan 

Desa Dalam Perspektif Akuntansi Syariah. 

 

F. Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masing-

masing pihak, diantaranya :  

1. Bagi Akademisi   

Bagi akademisi penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut :  

a. Mampu memberikan referensi bagi peneliti selanjutnya 

terhadap masalah yang sama.  

b. Guna mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yaitu 

sejauh mana teori-teori yang sudah ditetapkan di laksanakan di 

lapangan sehingga hal-hal yang dirasa kurang dapat diperbaiki.  

 

2. Bagi Praktisi  

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang 

bermanfaat dan sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pegawai 

Desa Mekar Jaya, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten 

Lampung Selatan, baik berupa masukan ataupun pertimbangan 

terkait dengan akuntabilitas Laporan keuangan desa. 

b. Penelitian ditujukan kepada pemangku kepentingan yaitu 

masyarakat Mekar Jaya, Kecamatan Merbau Mataram, 

Kabupaten Lampung Selatan karena masyarakat termasuk 

pengguna laporan keuangan yang memiliki hak untuk 

mengetahui bagaimana Laporan keuangan desa. 
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G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan  

 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan skripsi yang 

sebelumnya untuk bahan referensi dalam penelitian ini, yaitu 

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan antara lain penelitian oleh Superdi yang 

menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh 

terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
18

 Salomi J.H, 

menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh 

signifikan dan positif terhadap transparansi dan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan daerah.
19

 

Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penyajian laporan 

keuangan maka akan semakin baik tingkat akuntabilitas pengelolaan 

keuangan daerah. Akan tetapi, hal tersebut bertolak belakang dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Ridho R.,dkk, yang menyimpulkan 

bahwa penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
20

 Penelitian yang 

mendukung pentingnya aksesibilitas dilakukan oleh Faza Meilia, dkk., 

yang menyimpulkan bahwa aksesibilitas mempunyai pengaruh yang 

positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan 

dana desa. Dari hubungan tersebut dapat dijelaskan bahwa semakin 

baik persepsi masyarakat terhadap aksesibilitas pengelolaan dana 

desa, maka akan semakin baik pula persepsi masyarakat terhadap 

akuntabilitas pengelolaan dana desa. Memberikan kemudahan akses 

kepada masyarakat untuk memperoleh informasi terkait pengelolaan 

dana desa merupakan kewajiban pemerintah desa, karena masyarakat 

berhak mengetahui segala informasi yang berkaitan dengan 

                                                             
18 Superdi, Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas dan Sistem 

Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, 
Jurnal Fakultas Ekonomi, Volume 4, Nomer 1 Februari 2017, h. 2026 

19 Salomi J. H, Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas 
Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan 
Keuangan Daerah Kota Ambon, ISSN 2302-9791, Volume 2 No. 1 May 2015, h. 87 

20 Ridho R, dkk., Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas 
Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, ejurnal 
Volume 7, Nomor 1 2015, h. 11 
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pengelolaan dana desa.
21

 Akan tetapi, hal tersebut bertolak belakang 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Melisha, yang menyimpulkan 

bahwa aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap 

akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
22

 

Penelitian yang dilakukan oleh Putri Aulia mendukung 

pentingnya faktor partisipasi masyarakat, hal tersebut ditunjukkan 

dengan hasil penelitian bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, 

artinya semakin intens partisipasi masyarakat, maka pengelolaan dana 

desa semakin akuntabel.
23

 Hasil pengujian ini selaras dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Sarifudin M.,dkk, yang menyimpulkan 

bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten 

Gorontalo.
24

 

 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang menghasilkan beberapa 

pengaruh variabel yang berbeda, sehingga peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan 

desa. Pengertian keuangan desa menurut Undang-Undang Desa adalah 

semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta 

segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan 

pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut 

menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur 

dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Menurut Peraturan 

                                                             
21 Faza Meilia F, dkk., Analisis Persepsi Pengaruh Penyajian Laporan 

Pertanggungjawaban dan Aksesibilitas terhadap Transparansi dan Akuntabilitas 
Pengelolaan Dana Desa di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Prubalingga, 
Seminar Nasional dan Call For Paper Sustainable Competitive Advantage (SCA) 8 
Purwokerto , 19 September 2018, h. 13 

22 Melisha Nitasari. F.P, Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan, Sistem 
Akuntansi Keuangan Daearah, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas 

Pengelolaan Keuangan Daerah, Skripsi, IAIN Surakarta, 2018, h. 77 
23 Putri Aulia, Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen 

Organisasi Pemerintah Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisiapsi 
Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten 50 Kota, JOM 
FEB, Volume 1, Edisi 1 (Januari – Juni 2018), h. 11 

24 Sarifudin M, dkk., Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, 
Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat terhadap 
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Gorontalo, ejournal unsrat, Volume 

8, Nomor 2, 2017, h. 113 
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Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan 

Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban 

keuangan desa.
25

 

Berdasarkan penelian terdahulu yang relevan peneliti ingin 

mengetahui hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi 

akuntabilitas keuangan desa di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Merbau 

Mataram, Kabupaten Lampung Selatan. Berdasarkan latar belakang 

permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, 

Aksesibilitas Informasi Desa terhadap Akuntabilitas Laporan 

Keuangan Desa dalam Perspektif Akuntansi Syariah, Studi Kasus 

di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten 

Lampung Selatan.” 

 

H. Sistematika Penulisan 

 

Sistematika penulisan skripsi ini yaitu dimulai dari bab muka 

skripsi yaitu halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, 

lembar pengesahan, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar 

lampiran dan Abstrak. 

Bab I yaitu Pendahuluan yang memuat tentang: 1) Penegasan 

Judul; 2) Latar Belakang Masalah; 3) Identifikasi dan Batasan 

Masalah; 4) Rumusan Masalah, ; 5) Tujuan Penelitian; 6) Manfaat 

Penelitian; 7) Kajian Penelitian Dahulu Yang Relavan; dan 8) 

Sistematika Penulisan. 

Bab II yaitu landasan teori dan pengajuan hipotesis yang 

memuat tentang: 1) Teori yang diguakan (Telaah teoritik terhadap 

pokok masalah/variabel penelitian; 2) Pengajuan Hipotesis 

Bab III yaitu metode penelitianyang memuattentang: 1) Waktu 

dan Tempat Penelitian; 2) Pendekatan dan Jenis Penelitian; 3) 

Populasi, Sample dan Teknik Pegumpula Data; 4) Definisi 

Operasional Variabel; 5) Instrumen Penelitian; 6) Uji Validitas dan 

Reabilitas Data; 7) Teknik Analisis Data. 

                                                             
25 Permendagri No.113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 1, 

h. 2 
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Bab IV yaitu Hasil Penelitian dan Pembahasan yang memuat 

tentang 1) Deskripsi data yaitu penjelasan yang mudah dibaca dan 

dipahami tentang hasil penelitian yang berupa tabel/grafik/bagan; 2) 

Pembahasan Hasil Penelitian dan Analisis yang berisi analisis penulis 

terhadap fakta-fakta dan data-data yang ditemukan dalam penelitian. 

Bab V yaitu Penutup yang berisi simpulan dari hasil penelitian 

sesuai data yang ada serta rekomedasi yang merupakan saran-saran 

praktis dan teoritis. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

 

A.  Teori yang Digunakan 

 

1. Penyajian Laporan Keuangan 

a.  Pengertian laporan keuangan 

Menurut Mardiasmo, laporan keuangan pemerintah 

merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, 

baik pemerintah pusat atau daerah. Laporan keuangan merupakan 

komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor 

publik.
26

 Menurut Hafzan, laporan keuangan pemerintah 

merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, 

baik pusat atau daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban 

publik. Pertanggungjawaban publik mensyaratkan organisasi 

publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban.
27

 Menurut Superdi, penyajian laporan 

keuangan adalah salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya 

akuntabilitas publik dan merupakan salah satu alat ukur kinerja 

finansial pemerintah daerah.
28

 

Dari pengertian tersebut, maka peneliti menyimpulkan 

bahwa penyajian laporan keuangan merupakan kewajiban yang 

harus dilakukan oleh organisasi publik dalam penelitian ini yaitu 

pemerintah desa, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada 

masyarakat, dengan tujuan untuk menyediakan informasi yang 

relevan dan sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah desa.
29

 

Standar Akuntansi Keuangan Syariah menyatakan bahwa tujuan 

                                                             
26 Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta : CV. Andi Offset, 2002, h. 

159 
27 Hafzan Fikrian, Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan, Penyajian Laporan 

Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Studi empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru), 

Jurnal Fakultas Ekonomi, Volume 4, Nomor 1, Februari 2017, h. 269 
28 Superdi, Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas dan Sistem 

Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi 

Empiris pada Satuan Kerja Perangkat  
29 Jurnal Fakultas Ekonomi, Volume 4, Nomor 1, Februari 2017, h. 2016 
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pelaporan keuangan untuk menyajikan informasi yang 

bermanfaat bagi para pengguna dan sebagai pemenuhan 

tanggungjawab terhadap amanah dalam mengamankan dana. 

Tujuan laporan keuangan dalam akuntansi syariah berfokus pada 

akuntabilitas dari manajemen atas amanah yang diberikan dan 

diwujudkan dalam konsep pertanggungjawaban baik kepada 

Allah SWT, antarsesama manusia, dan alam semesta.
30

Hal 

tersebut sesuai dengan perintah-Nya dalam Q.S An-Nisa ayat 58: 

َ يأَمُْرُكُمْ انَْ تؤَُدُّوا الَْْمٰىٰتِ الِٰٰٓى اهَْلِهَاۙ وَاِذاَ حَكَمْتمُْ بيَْهَ الىَّاسِ  ۞ اِنَّ اللّٰه

ا يَعِظُكمُْ بِهٖ ۗ اِنَّ  َ وِعِمَّ َ كَانَ سَمِيْعاًۢ بصَِيْرًا انَْ تحَْكُمُىْا باِلْعَدلِْ ۗ اِنَّ اللّٰه اللّٰه  

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu 

menyampaikan amanat kepada yang berhak 

menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 

hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan 

dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran 

yang sebaikbaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 

adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap manusia yang 

telah diberi amanat hendaknya amanat tersebut dapat 

dipertanggungjawabkan kepada pemberi amanat. Dalam hal ini 

yaitu, pemerintah desa diberi amanat oleh masyarakat untuk 

mengelola keuangan desa yang telah diberikan oleh pemerintah 

daerah, maka pemerintah desa harus menjalankan amanat secara 

baik serta dapat dipertanggungjawabkan. Dalam siklus keuangan 

desa, hal yang paling penting adalah mengenai pelaporan dan 

pertanggungjawaban. Sebagai wilayah yang mendapat anggaran 

dari pemerintah, kini desa menjadi obyek dari pemeriksaan 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini membuat desa harus 

berpedoman pada petunjuk teknis mengenai pengelolaan 

keuangan agar tidak terjadi penyalahgunaan. Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 menyebutkan bahwa dalam 

hal pengelolaan keuangan desa, penanggungjawab adalah Kepala 

Desa. Pasal 103 dan 104 menyebutkan kepala desa diwajibkan 

                                                             
30 Standar Akuntansi Keuangan Syariah, Jakarta : IAI, 2016, h.6 
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menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) kepada 

Bupati/Walikota. Selain itu, Kepala Desa juga diwajibkan 

menyampaikan laporan pertanggungjawaban  realisasi 

pelaksanaan APBD Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir 

tahun. Meskipun Penanggungjawab keuangan desa adalah Kepala 

Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) juga 

mengatur penatausahaan harian dan laporan pertanggungjawaban 

bulanan yang harus dilakukan oleh Bendahara Desa dalam 

membantu Kepala Desa. Bendahara Desa diwajibkan untuk 

melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta 

melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan 

mempertanggungjawabkan uang melalui laporan 

pertanggungjwaban yang disampaikan setiap bulan.
31

 

Tujuan khusus pelaporan kecamatan dan desa adalah 

menyediakan informasi yang relevan demi pengambilan 

keputusan dan menunjukkan akuntabilitas organisasi kecamatan 

dan desa atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. 

Dengan ini manfaat adanya pelaporan kecamatan dan desa, yakni 

menyediakan informasi mengenai sumber-sumber, alokasi, dan 

penggunaan sumber daya keuangan organisasi kecamatan dan 

desa, menyediakan informasi mengenai bagaimana organisasi 

kecamatan dan desa mendanai aktivitasnya serta memenuhi 

kebutuhan kasnya. 

Selain itu tujuan pelaporan keuangan desa yaitu, 

menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi 

kemampuan organisasi kecamatan dan desa dalam membiayai 

aktivitasnya dan memenuhi kewajiban serta komitmennya, 

menyediakan informasi mengenai kondisi keuangan organisasi 

dan perubahannya, serta menyediakan informasi keseluruhan 

yang berguna ketika mengevaluasi kinerja organisasi kecamatan 

                                                             
31 Chomariyah, dkk, Keuangan Desa Pesisir, Malang : Inteligensia Media , 

2016, h. 42-43 



19  
 

 

dan desa dalam hal biaya jasa, efisiensi, dan pencapaian tujuan 

pembangunan.
32

  

Tahap dalam pembuatan laporan keuangan desa adalah sebagai 

berikut : 

1) Membuat rencana berdasarkan visi misi yang dituangkan 

dalam penyusunan anggaran. 

2) Anggaran yang dibuat terdiri dari akun pendapatan, belanja, 

dan pembiayaan. Setelah anggaran disahkan maka perlu 

dilaksanakan. 

3) Dalam pelaksanaan anggaran timbul transaksi, transaksi 

tersebut harus dilakukan pencatatan lengkap berupa 

pembuatan buku kas umum, buku kas pembantu, buku bank, 

buku pajak, buku inventaris dengan disertai pengumpulan 

bukti-bukti transaksi. 

4) Untuk memperoleh informasi posisi keuangan, kemudian 

berdasarkan transaksi yang terjadi dapat dihasilkan sebuah 

neraca. Neraca ini fungsinya untuk mengetahui kekayaan/ 

posisi keuangan desa. 

5) Selain menghasilkan neraca bentuk pertanggungjawaban 

pemakaian anggaran dibuatlah laporan realisasi anggaran 

desa.
33

 

Penyajian laporan keuangan merupakan suatu ukuran 

yang normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi 

sehingga dapat memenuhi tujuannya. Ukuran normatif tersebut 

terdapat pada kerangka konseptual akuntansi pemerintahan 

karakteristik kualitatif laporan keuangan pada Peraturan 

Pemerintah No.71 Tahun 2010 yang meliputi relevan. andal, 

dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Hal tersebut 

menggambarkan bahwa penyajian laporan keuangan desa yang 

baik dapat terhindar dari adanya tindak kecurangan.
34

 

                                                             
32 Indra Bastian, Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa, Jakarta : PT. Gelora 

Aksara Pratama, 2015, h.338 
33 V. Wiratna Sujarweni, Akuntansi Desa, Yogyakarta : Penerbit Pustaka Baru 

Press, 2015, h..23 
34 Laila, dkk., Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Desa, Lingkungan 

Pengendalian dan Moralitas Individu terhadap Pencegahan Fraud yang Terjadi Dalam 
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Laporan keuangan menurut Munawir (2007:2) adalah 

“laporan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan 

sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau 

aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut”.  

Menurut IAI (2009:27) “laporan keuangan merupakan bagian 

dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap 

biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan posisi 

keuangan ( yang disajikan dalam berbagai cara seperti misalnya 

sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan-catatan 

dan berbagai integral dari laporan keuangan”. 

Menurut Kasmir (2012) “dalam praktiknya laporan 

keuangan oleh perusahaan tidak dibuat secara serampangan, 

tetapi harus dibuat dan disusun sesuai dengan aturan atau standar 

yang berlaku. Hal ini dilakukan agar laporan keuangan mudah 

dibaca dan dimengerti”. Fahmi (2012:21) “menyatakan laporan 

keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan 

kondisi laporan keuangan suatu perusahaan dan lebih jauh 

informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja 

keuangan perusahaan tersebut”.  Psak No 1 (revisi 2009) 

“menyatakan laporan keuangan adalah suatu penyajian 

terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu 

entitas. Jadi laporan keuangan merupakan salah satu informasi 

yang sangat penting dalam menilai perkembangan perusahaan”. 

 

b.   Tujuan laporan Keuangan  

Menurut Kasmir (2008:11) Tujuan pembuatan atau penyusunan 

laporan keuangan yaitu”: 

1) Untuk Memberikan suatu informasi perihal jenis dan jumlah 

aktiva (harta) yang dimiliki oleh perusahaan pada saat ini. 

2) Untuk Memberikan informasi perihal jenis dan jumlah 

kewajiban dan modal yang dimiliki oleh perusahaan pada 

saat ini. 

                                                                                                                                         
Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi, Volume 6, edisi 12, Maret 

2018, h. 142 
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3) Untuk Memberikan informasi perihal jenis dan jumlah 

pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu 

perusahaan. 

4) Untuk Memberikan informasi perihal jumlah biaya dan jenis 

biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode 

tertentu. 

5) Untuk Memberikan informasi perihal perubahan-perubahan 

yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan. 

6) Untuk Memberikan informasi perihal kinerja manajemen 

perusahaan dalam periode akuntansi. 

7) Untuk Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas 

laporan keuangan 

8) Untuk Informasi keuangan lainnya. 

Kegunaan laporan keuangan menurut Fahmi (2012:23) 

Menyatakan bahwa laporan keuangan itu sangat diperlukan untuk 

mengukur hasil usaha dan perkembangan perusahaan dari waktu 

ke waktu dan untuk mengetahui sudah sampai dimana 

perusahaan untuk mencapai tujuannya. Laporan keuangan pada 

perusahaan dasarnya adalah merupakan hasil dari suatu proses 

akuntansi yang didapatkan untuk digunakan sebagai suatu alat 

komunikasi diantara data keuangan atau aktivitas dari perusahaan 

dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau 

aktivitas perusahaan tersebut. Sehingga laporan keuangan 

memegang peranan yang sangat luas dan mempunyai suatu posisi 

yang mempengaruhi dalam pengambilan suatu keputusan”. 

 

c. Sifat laporan  

Sifat laporan keuangan menurut Kasmir (2008:12) menyatakan 

bahwa untuk pencatatan yang dilakukan dalam penyusunan suatu 

laporan keuangan harus dilakukan dengan kaidah- kaidah yang 

berlaku secara umum. Demikian pula halnya dalam hal 

penyusunan laporan keuangan harus didasarkan kepada sifat 

laporan keuangan itu sendiri”. Dalam praktiknya sifat laporan 

keuangan dibuat: 

a. Berdasar sifat historis yang artinya bahwa laporan keuangan 

dibuat dan disusun dari data masa yang lalu atau masa yang 
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sudah lewat dari masa yang sekarang. Misalnya laporan 

keuangan disusun berdasarkan data satu atau dua atau 

beberapa tahun ke belakang (tahun atau periode sebelumnya). 

b. Berdasar sifat menyeluruh yang artinya laporan keuangan 

yang dibuat harus selengkap mungkin dan disusun sesuai 

dengan standar yang telah ditetapkan.  

c. Pembuatan atau penyusunan yang hanya sebagian-sebagian 

tidak akan memberikan informasi yang lengkap tentang 

keuangan suatu perusahaan. 

d. Jenis dan bentuk laporan keuangan  

Menurut Kasmir (2008:28) dalam praktiknya secara umum 

laporan keuangan yang biasa disusun yaitu”: 

1) Neraca 

a. Ialah Aktiva yang dibagi kedalam tiga yaitu aktiva lancar, 

aktiva tetap, dan aktiva lain-lainnya. 

b. Kewajiban dibagi kedalam dua jenis yaitu kewajiban lancar 

yang biasa disebut dengan utang berjangka pendek dan 

utang berjangka yang panjang. 

c. Modal, komponen modal terdiri dari modal disetor dan laba 

yang ditahan lainnya. Bentuk neraca ada skontro (account 

form), bentuk laporan (report form) dan bentuk lain dari 

neraca yang disesuaikan dengan kemauan perusahaan 

tetapi tidak melanceng dari standar yang ada. 

 

2) Laporan laba rugi 

Laporan laba rugi merupakan laporan yang nantiny 

akan menunjukkan jumlah pendapatan atau penghasilan yang 

telah didapat serta juga biaya-biaya yang telah dikeluarkan 

dan laba rugi dalam suatu periode tertentu. Bentuk laporan 

laba rugi ada bentuk tunggal (single step) dan bentuk 

majemuk (multiple step). 

 

Adapun komponen laporan keuangan terdiri dari: 

1) Laporan posisi keuangan 

2) Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya 

3) Laporan perubahan ekuitas 
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4) Laporan arus kas 

5) Catatan atas laporan keuangan 

6) Informasi kompratif, Informasi kompratif adalah 

menambahkan persyaratan penyajian dan pengungkapan 

mengenai Informasi komparatif minimumInformasi 

komparatif tambahan.  

 

2. Aksesibilitas Informasi Desa  

Aksesibilitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

adalah hal yang dapat dijadikan akses. Sedangkan menurut perspektif 

tata ruang adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu 

tempat ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan 

untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, 

nyaman, serta kecepatan wajar. Menurut Nur Laila, aksesibilitas 

merupakan faktor penting terwujudnya transparansi pemerintah, yang 

dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, yang memberikan perhatian 

langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas dan transparansi 

pemerintah dan masyarakat.
35

 Menurut Shende dan Bennet, dalam 

demokrasi yang terbuka, akses ini diberikan oleh media, seperti surat 

kabar, majalah, radio, stasiun televisi, dan website (internet) dan 

forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang 

mendorong akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat. Informasi 

yang disampaikan dalam laporan keuangan 

pemerintah daerah dapat memenuhi prinsip transparansi dan 

akuntabilitas, maka pemerintah daerah harus meningkatkan 

aksesibilitas laporan keuangannya, tidak sekedar menyampaikan 

kepada tingkatannya saja, tetapi juga memfasilitasi masyarakat luas 

agar mengetahui atau memperoleh laporan keuangan dengan mudah.
36

 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa 

aksesibilitas merupakan kemudahan seseorang untuk memperoleh 

                                                             
35 Nur Laila Yuliani, Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Karakteristik 

Kualitatif, Aksesibilitas dan Pengendalian Internal terhadap Transparansi Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah, Jurnal Bisnis dan Ekonomi Volume 24 No. 1, h.2 
36 Siti Aliyah dan Aida Nahar, “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah 

dan Aksesbilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Transaparansi dan Akuntabilitas 

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara, Jurnal Akuntansi dan Auditing Volume 

8, Nomor 2, 2012, h.139  
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suatu informasi secara langsung maupun tidak langsung dan bersifat 

terbuka, yang berarti dalam penelitian ini yaitu pemerintah desa harus 

membuka akses kepada seluruh masyarakat setempat. Akses yang 

diberikan bisa secara langsung maupun melalui media internet seperti 

website desa atau melalui media lain. 

Informasi laporan keuangan pemerintah daerah dapat 

memenuhi prinsip akuntabilitas jika pemerintah daerah terus 

meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya. Hal ini dapat 

dilakukan antara lain dengan cara memfasilitasi berbagai pihak yang 

berkepentingan agar dapat mengetahui atau memperoleh laporan 

keuangan dengan mudah. Dalam demokrasi yang terbuka, akses ini 

tersedia diberbagai media, seperti surat kabar, majalah dan internet.
37

 

Di dalam Islam, keterbukaan dijelaskan dalam Al-qur’an surat Ibrahim 

ayat 4 yang berbunyi : 

هْدِى مَن  ءُ وَي  َ
ٓ

ا
َ

ُ مَن يَش ه
يُضِلُّ ٱللَّ

َ
هُمْۖ  ف

َ
نَ ل  ۦلِيُبَيِّّ وْمِهِ

َ
 بِلِسَانِ ق

َّ
سُولٍ إِلَّ ا مِن رَّ

َ
ن

ْ
رْسَل

َ
 أ

ٓ
 وَمَا

َ
ءُ ۚ يَش

ٓ
ا

حَكِيمُ 
ْ

عَزِيزُ ٱل
ْ

وَ ٱل
ُ

 وَه

Artinya : “Kami tidak mengutus seorang rasulpun, melainkan 

dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan 

terang kepada mereka. maka Allah menyesatkan siapa yang dia 

kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki 

dan Dia-lah Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.” 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT, mengutus tiap-

tiap rasul kepada kaumnya dengan memakai bahasa kaumnya, hal 

tersebut supaya dapat menerangkan petunjuk kepada mereka, sehingga 

mereka faham dan mengerti maksudnya. Aksesibilitas dalam hal ini 

menyangkut dalam bahasa yang disampaikan, sehingga segala 

informasi dapat dipahami dan mudah dimengerti, dengan tujuan agar 

tidak terjadi kekeliruan dalam penyampaiannya. Hal tersebut, 

seharusnya dapat ditetapkan organisasi sektor publik dalam hal ini 

yaitu pemerintah desa, agar menyampaikan informasi 

pertanggungjawabannya.  

                                                             
37 Salomi. J. Hehanussa, “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan 

Aksesbilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas 

Pengelolaan Keuangan Kota Ambon”. ISSN 2302-9791. Volume 2, Nomor 1 May 2015, 

h. 84  
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Keterbukaan informasi bukan hal yang harus ditakuti, karena 

dengan keterbukaan informasi akan mendorong beberapa hal yang 

positif dan mendukung pelaksanaan pemerintahan desa yang baik 

diantaranya , dibukanya akses masyarakat terhadap informasi publik 

akan mendorong peran serta atau partisipasi aktif masyarakat dalam 

mendukung pelaksanaan program pembangunan di desa. Keterbukaan 

informasi pemerintahan desa akan menghilangkan prasangka, 

kecurigaan atau rumor negatif masyarakat terhadap pelaksana 

pemerintahan desa serta mencegah korupsi dan penyalahgunaan 

informasi. Potensi penyalahgunaan informasi untuk kepentingan 

pribadi, termasuk penyalahgunaan wewenang dan tindakan korupsi 

akan terjadi ketika Informasi Publik ditutup dan hanya diketahui oleh 

sejumlah atau sekelompok kecil orang saja.
38

 

 

 

3. Akuntabilitas Laporan Keuangan Desa Dalam Perspektif 

Akuntansi Syariah 

Akuntansi Syariah adalah bidang akuntansi yang menekankan 

pada dua hal yaitu akuntabilitas dan pelaporan. Akuntabilitas 

tercermin dari tauhid yaitu dengan menjalankan aktivitas ekonomi 

sesuai dengan ketentuan islam. Sedangkan pelaporan ialah bentuk 

pertanggungjawaban kepada Allah dan Manusia. Salah satu 

karakteristik konsep good governance yang dianggap penting untuk 

dibahas dalam bahasan ini adalah prinsip akuntabilitas. Kata 

akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris (accountability) yang berarti 

keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hubungan ini, 

akuntabilitas adalah pertanggungjawaban para penentu kebijakan 

kepada masyarakat, mengukur sejauh mana pertanggungjawaban dari 

penentu kebijakan yaitu pemerintah telah merealisasikan kebijakannya 

dalam upaya memenuhi harapan masyarakat.
39

 Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP) mendefinisikan akuntabilitas adalah 

                                                             
38 Mahbub Junaidi dan Agni Istighfar P, Pedoman Standar Layanan Informasi 

Publik untuk Pemerintah Desa, Jawa Timur : Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, 

2015, h.10 
39 Wempy Banga, Administrasi Keuangan Negara dan Daerah, Bogor : Ghalia 

Indonesia, 7102, h.030 
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mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta 

pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan 

dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. 

Akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks yang lebih sulit 

diwujudkan dari pada memberantas korupsi (Turner and Hulme, 

0992). Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama bagi 

organisasi sector publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan 

lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada 

pertanggungjawaban horizontal dan bukan hanya pertanggungjawaban 

vertikal.
40

  

Menurut Muhammadong, akuntabilitas dapat dikatakan apabila 

setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara 

harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat 

sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
41

Berdasarkan 

pengertian-pengertian diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa 

akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap kegiatan 

dimana hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan tersebut dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 

Ciri-ciri pemerintahan yang akuntabel yaitu, mampu 

menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara terbuka, 

cepat dan tepat kepada masyarakat, mampu memberikan pelayanan 

yang memuaskan bagi masyarakat, mampu menjelaskan dan 

mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara 

proporsional, mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk 

terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan dan adanya 

sarana bagi publik untuk menilai kinerja (performance) pemerintah.
42

 

Terkait dengan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah desa 

ini, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 7102 tentang Desa 

mengamanahkan, bahwa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak 

dan kewajiban, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan 

                                                             
40 Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta : Andi Offset, 2002, h. 70 
41 Muhammadong, Good Governance salam Perspektif Hukum Islam, Makassar : 

Edukasi Mitra Grafika, 7102, h. 00 
42 Rizal Djalil, Akuntabilitas Keuangan Daerah, Jakarta : RM Books , 2014, h. 

214 
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penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran 

kepada Bupati/Walikota, menyampaikan laporan penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota 

dan memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan 

secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran. 

Kewajiban Kepala Desa tersebut jika tidak dilaksanakan, maka 

akan dikenai sanksi. Adapun bentuk sanksi yang akan dikenakan 

kepada Kepala Desa yang melanggar kewajiban tersebut disebutkan 

sebagai sanksi administratif yang berupa teguran lisan dan/atau 

teguran tertulis dan apabila sanksi administratif tersebut tidak 

dilaksanakan, akan dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan 

dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
43

 Prinsip akuntabilitas atau 

pertanggungjawaban merupakan konsep yang tidak asing dikalangan 

masyarakat muslim. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan 

konsep amanah. Manusia dibebani oleh Allah untuk menjalankan 

fungsi kekhalifahan di muka bumi. Inti kekhalifahan adalah 

menjalankan atau menunaikan amanah yang telah diberikan. Konsep 

akuntabilitas dalam Islam menyatakan bahwa manusia sebagai 

pemegang amanah, bukan sebagai pemegang kuasa penuh yang 

mengatur dunia. Manusia ditunjuk sebagai “Khalifah ”dalam bentuk 

amanah dan sebagai wakil Allah SWT. Sesuai dengan firman Allah 

dalam surat Al-An‟am ayat 165 yang berbunyi : 

                          

                         

Artinya : “Dan Dialah yang menjadikan kamu 

penguasapenguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian 

kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk 

mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. 

Sesungguhnya Rabbmu amat cepat siksaan-Nya, dan 

                                                             
43 Moch. Solekhan, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi 

Masyarakat, Malang : Setara Press, 7102, h.  
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sesungguhnya Dia Maha pengampun lagi Maha penyayang.” 

(QS. al-An‟am: 061).
44

 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia sebagai khalifah ”

dan bagaimana konsep pertanggungjawaban ditekankan dengan 

perintah dari Allah SWT melalui istilah “hisab ”atau 

perhitungan/pengadilan (accountability) di hari pembalasan. Hisab 

dalam arti umum berkaitan dengan kewajiban seseorang untuk 

bertanggungjawab kepada Allah SWT dalam segala hal yang 

berkaitan dengan manusia.
45

 

Berkaitan dengan akuntabilitas, di dalam Al-Qur‟an telah 

disebutkan kata “Hisab”. Persamaan Hisab dengan Akuntansi terletak 

pada tanggungjawab setiap Muslim seperti yang dijelaskan dalam Al-

Qur‟an. Di dalam suatu entitas diharuskan mempertanggungjawabkan 

tindakannya dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan. 

“Hisab” berhubungan dengan pertanggungjawaban (akuntabilitas) 

setiap umat manusia kepada Allah SWT.
46

 Sesuai dengan sabda 

Rasulullah SAW :“Tidak beriman orang yang tidak bisa menjaga 

amanah yang dibebankan padanya. Dan tidak beragama orang yang 

tidak bisa menepati janjinya. ”(HR. Ahmad bin hambal). 

Hadis di atas bermakna bahwa Rasulullah shallahu„alaihi 

wasallam menjadikan amanah sebagai bukti keimanan seseorang dan 

kebaikan akhlaknya. Amanah merupakan salah satu sifat yang sangat 

dijunjung di dalam Islam. Amanah dikaitkan dengan kemampuan 

individu untuk menjaga tugas yang diberikan kepadanya. Amanah 

dapat dikatakan sebagai bentuk kepercayaan atas apa yang telah 

diberikan, yang nantinya harus dapat dipertanggungjawabkan. 

Menurut Permendagri No 003  Tahun 7102 Keuangan Desa 

adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang 

serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan 

dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sedangkan, pengelolaan 

                                                             
44 https://alquranmulia.wordpress.com/7101/07/77/tafsir-ibnu-katsirsurah-al-

anam-ayat-061/, diakses pada tanggal 1 April 2022. 
45 Rahmah Yulisa , Implementasi Akuntabilitas dalam Konsep Metafora Amanah 

dilembaga Bisnis Syariah, JESTT Vol. 0 No. 2 Juli 7102 ,Surabaya : Universitas Airlangga, 

h. 112 
46 Halim Fawzi, Akuntabilitas dalam Akuntansi Islam, Jurnal Akuntansi 

Universitas Jember 

https://alquranmulia.wordpress.com/2015/12/22/tafsir-ibnu-katsirsurah-al-anam-ayat-165/
https://alquranmulia.wordpress.com/2015/12/22/tafsir-ibnu-katsirsurah-al-anam-ayat-165/


29  
 

 

keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban 

keuangan desa. Dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa, 

pengelolaannya dilakukan berdasarkan asasasas transparan, akuntabel, 

partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
47

  

 

B. Pengajuan Hipotesis 

1. Kerangka Pemikiran 

Kerangka Pemikian mnggambarkan pengaruh antara variabel 

bebas dan varibel terikat yaitu Penyajian Laporan Keuangan, 

Aksesibilitas Informasi Desa Terhadap Akuntabilitas Laporan 

Keuangan. Dalam Penelitian ini model hubungan variabel bebas 

yaitu Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Informasi 

desa, kemudian sebagai variabel terikat yaitu Akuntabilitas 

Laporan Keuangan Desa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

2. Hipotesis 

Hipotesis yaitu dugaan sementara yang mana kebenarannya 

masih perlu di uji menggunakan penelitian ilmiah. Hipotesis 

                                                             
47

 Sri Mulyani Indrawati, Buku Saku Dana Desa , Jakarta : Kementerian 

Keuangan RI, 2017, h.27 
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merupakan sebuah jawaban sementara sebelum melakukan 

eksperimen dan pengumpulan data. Adapun, Hipotesis dalam 

penelitian ini yaitu: 

a. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan terhadap 

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa  

Penyajian laporan desa yaitu menyediakan informasi 

yang relevan demi pengambilan keputusan dan menunjukkan 

akuntabilitas kecamatan dan desa atas sumber daya yang telah 

dipercayakan.
48

 Akuntabilitas atau pertanggung jawaban 

merupakan suatu bentuk keharusan seseorang 

(pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas 

dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan. Penelitian oleh Superdi (2017), Ema 

Tietien (2017) menyatakan bahwa penyajian laporan 

keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas 

pengelolaan keuangan. Berdasarkan teori dan hasil penelitian 

sebelumnya, sehingga dapat disimpulkan hipotesis sebagai 

berikut :  

H1 : Penyajian Laporan Keuangan berpengaruh terhadap 

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa 

b. Pengaruh Aksesibilitas Informasi Desa terhadap Akuntabilitas 

Pengelolaan Keuangan Desa 

Pentingnya penerapan akuntansi keuangan yang baik dan 

mudahnya masyarakat mendapatkan informasi sangat 

menentukan tingkat transparansi dan akuntabilitas keuangan 

daerah. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan 

informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan 

dijadikan untuk pengambilan keputusan serta untuk 

mendorong akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat.
49

 

Penelitian yang dilakukan oleh Charli Andreas (2015) dan 

oleh Lily (2015) menyatakan bahwa aksesibilitas laporan 

                                                             
48 Indra Bastian,ibid. h. 338 
49 Lily, Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan dan Aksesibilitas Laporan 

Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada 
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh), Jurnal Online Mahasiswa Fakultas 
Ekonomi, Volume 2, Nomor 2, Oktober 2015, h. 3 
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keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi dan 

akuntabilitas keuangan daerah. Berdasarkan teori dan hasil 

penelitian sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut :  

H2: Aksesibilitas Informasi Desa berpengaruh terhadap 

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa 
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian  

 

1.  Waktu penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun pelajaran 2022/2023 

terhitung dari bulan maret 2022 sampai dengan September  2022. 

Dimana dimulai dari penyusunan proposal, bimbingan pembuatan 

desain penelitian, perumusan instrument, uji instrument, analisis 

data, hingga pembuatan kesimpulan penelitian.  

 

2. Tempat penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Mekar Jaya Kecamatan 

Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan. Alasan pemlihan 

tempat penelitian di Desa Mekar Jaya Kecamatan Merbau 

Mataram Kabupaten Lampung Selatan dikarenakan desa mekar 

jaya sudah memakai laporan keuangan serta aksesibilitas 

informasi sehingga ingin mengetahui bagaimana keterkaitannya 

dengan akuntabilitas laporan keuangan desa dalam perspektif 

Akuntansi Islam.  

 

B. Pendekatan dan jenis penelitian 

  

1.  Pendekatan penelitian  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

pendekatan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah 

pendekatan untuk menguji teori objektif degan memeriksa 

hubungan antara variabel. Dimana variabel-variabel ini pada 

hakikatnya dapat di ukur biasanya berupa instrumen berupa 

angaka sehingga dapat dihitung menggunakan prosedur statistik. 

Pendekatan kuantitatif menggunakan paradigma post positivist 

dalam mengembangkan ilmu pengetahuan (seperti pemikiran 

tentang sebab akibat, reduksi kepada variabel, hipotesis, dan 

pertanyaan spesifik menggunakan pengukuran dan observasi, serta 

 17 
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pengujian teori), menggunakan strategi penelitian seperti 

eksperimen dan survei yang memerlukan data statistik.
50

  

Karakteristik cara pandang positivisme yaitu sebagai 

berikut: (1) Realita bersifat objektif tanpa ada sudut pandang dari 

peneliti serta dapat di ukur; (2) penelitian bertujuaan menjelaskan 

hubungan antar variabel yang di ukur; (3) fokus pada pemusatan 

realitas menjadi variabel dan variabel dapat diukur dengan 

instrumen dan menghasilkan data numerik; (4) asumsi 

metodologis: proses deduktif (proses penaikan asuumsi asumsi) , 

hubungan antar variabel, sebab-akibat, disain statis-telah 

ditentukan sebelum penelitian, bebas konteks (context-free), hasil 

prediksi-eksplanasi dapat digeneralisasikan, validitas dan 

reliabilitas dapat diketahui; (5) menggunakan analisis data 

statistika: (6) data kuantitatif berpusat pada unit analisis dan 

berbentuk distribusi; (7) peranan kajian teoretik sangat dominan 

untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan penelitian/rumusan 

masalah. 

 

2.   Jenis Penelitian 

Jenis penelitian kuantitatif  yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan jenis penelitian korelasi, yaitu 

hubungan antara dua atau lebih lebih dalam analisis data statistik 

dalam penelitian kuantitatif. Dalam analisisnya, jika perubahan 

variabel 1 diikuti oleh variabel lain secara teratur dengan arah 

sama (korelasi positif) dan berlawanan arah (korelasi negatif), 

kedua variabel tersebut dikatakan reliabel.
51

 Dengan 

menggunakan jenis penelitian korelasional ini peneliti ingin 

mengetahui bagaimana Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, 

Aksesibiltas Informasi Desa Terhadap Akuntabilitas Laporan 

Keuangan Desa Dalam Perspektif Akuntansi Islam.  

                                                             
50 Heni Kuswanti, “Memahami Metode: Pendekatan Penelitian 

Kuantitatif”, Dkampus.Com, March, 21 2016, dalam 

https://www.dkampus.com/2016/03/memahami-metode-pendekatan-penelitian-

kuantitatif/ ,diakses pada 03 Sepember 2021. 
51 Baharuddin, Metodologi Penelitian, (Makassar: Guunadarma Ilmu, 

2018), 77. 

https://www.dkampus.com/2016/03/memahami-metode-pendekatan-penelitian-kuantitatif/
https://www.dkampus.com/2016/03/memahami-metode-pendekatan-penelitian-kuantitatif/


33 
 

 

C. Populasi, Sampel  Dan Teknik Pengumpulan Data  

1. Populasi  

 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek 

atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya, Populasi adalah obyek atau subyek yang 

mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari yang selanjutnya dapat ditarik 

kesimpulannya atau dengan kata lain populasi merupakan 

kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang telah 

ditetapkan.
52

 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh RT, 

RW, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Dusun di 

Desa Mekar Jaya, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten 

Lampung selatan. 

 

2. Sampel  

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut. Metode sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling. 

Purposive sampling merupakan proses pengambilan sampel yang 

membatasi jumlah sampel sesuai dengan kriteria-kriteria yang 

ditetapkan oleh penulis.kriteria yang digunakan, Sampel adalah 

bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut. Bila populasi besar, maka peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena 

keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat 

menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Apa 

yang diambil sebagai sampel, maka kesimpulannya akan dapat 

diberlakukan untuk populasi.
53

 Menurut Arikunto dalam Ema 

Tietien, apabila subyek dari populasi penelitian kurang dari 100 

orang, maka lebih baik diambil semuanya, sehingga 

                                                             
52 Lijan Poltak Sinambela, Metodologi Penelitian Kuantutatif, Yogyakarta : Graha 

Ilmu, 2014, h. 94 
53Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung : 

Alfabeta, 2016, h. 81 
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penelitiannya merupakan penelitian populasi. Sampel  dalam 

penelitian ini terdiri dari 21 RT, 8 RW, 7 BPD dan 1 Kepala 

Desa, dari keseluruhan sampel tersebut terdiri dari 37 responden. 

 

3. Teknik Pengumpulan Data  

 

Dalam Metode pengumpulan data dalam me mperoleh 

sumber data penelitian khususnya data sekunder digunakan 

dalam dua cara yaitu penelitian pustaka dan penelitian pada 

laporan tahunan. Sedangkan Teknik Pengumpulan Data dalam 

penelitian ini adalah kuesioner (angket) dan dokumentasi :  

 

a. Observasi 

Observasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan 

melalui pengamatan langsung terhadap situasi yang ada 

sesuai dengan yang ada di lapangan. Observasi dilakukan 

untuk mengetahui pengaruh penyajian laporan keuangan, 

aksesibilitas informasi desa terhadap akunatabilitas laporan 

keuangan desa dalam perspektif islam. Dalam penelitian ini 

mwnggunakan jenis observasi non partisipan yang dilakukan 

dengan tidak berstruktur yaitu dengan pengamatan bebas, 

dengan mencatat hal-hal yang menarik dan melakukan 

analisis untuk mendapatkan kesimpulan. 

b. Kuesioner (Angket) 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk kemudian 

dijawabnya.
54

 Pengukuran variabel dilakukan menggunakan 

skala Likert, dengan skala Likert maka variabel yang akan 

diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Sehingga untuk 

mengukur pendapat responden dalam penelitian ini yaitu 

dengan rincian sebagai berikut :  

 

1 = Sangat Tidak Setuju (STS)  

                                                             
54 Ibid. h. 142 
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2 = Tidak Setuju (TS)  

3 = Netral (N)  

4 = Setuju (S) 

5 = Sangat Setuju (SS).
55

 

c. Dokumentasi  

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data 

dengan cara mengadakan pencatatan atas dokumen yang 

diperlukan mengenai gambaran umum atau profil Desa 

Mekar Jaya, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten 

Lampung Selatan. 

 

D. Definisi Operasional Variabel  

 

Menurut Sugiyono, Variabel penelitian adalah segala sesuatu 

yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, 

kemudian ditarik kesimpulannya.
56

  Definisi operasional variabel 

merupakan penjelasan singkat mengenai variabel. Menurut Sugiyono, 

variabel dibedakan menjadi 2, yaitu: 

1. Variabel bebas (Independent), ialah Variabel yang menjadi sebab 

perubahan atau mempengaruhi atau timbulnya variabel dependen  

(terikat)  

2. Variabel Terikat (Dependent), adalah: Variabel yang menjadi 

akibat dari variabel bebas atau dapat disebut  variabel yang  

dipengaruhi karena adanya variabel bebas. 
57

 

Dalam penelitian ini dengan judul Pengaruh Penyajian 

Laporan Keuangan, Aksesibilitas Informasi Desa Terhadap 

Akuntabilitas Laporan Keuangan Desa Dalam Perspektif Ekonomi 

Islam Variabel dalam penelitian ini, sebagai berikut :  

 

1) Variabel Dependen (Y) Variabel dependen atau variabel terikat 

merupakan variabel yang diakibatkan atau dipengaruhi oleh 

variabel bebas, variabel dependen dijadikan sebagai variabel 

                                                             
55 Ibid. h. 142 
56 Ibid, 55. 
57 Ibid, 57 
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yang menjadi fokus atau topik penelitian.
58

 Variabel dependen 

dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas Laporan Keuangan 

Desa (Y). 

2) Variabel Independen (X) Variabel independen atau variabel 

bebas merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain atau 

variabel yang menghasilkan akibat pada variabel yang lain. 

Variabel independen variabel yang menjelaskan terjadinya fokus 

atau topik penelitian.
59

 Variabel independen dalam penelitian ini 

adalah Penyajian Laporan Keuangan (X1), Aksesibilitas 

Informasi Desa (X2). 

 

E. Instrumen Penelitian  

 

Instrumen penelitian yaitu suatu alat yang digunakan untuk 

mengukur fenomena alam maupun sosial dalam sebuah penelitan. 

Karena, pada dasarnya meneliti adalah proses pengukuran, maka 

membutuhkan alat ukur yang baik. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur 

fenomena alam maupun sosial yang diamati. 
60

 

Dalam penelitian ini menggunakan instrumen yang 

digunakan yaitu angket tertutup. Menurut Arikunto, angket tertutup 

kuisioner yang disusun dengan menyediakan pilihan jawaban lengkap 

sehingga respon memilih satu jawaban yang tersedia.
61

  

 

Tabel 3.1 

Definisi Operasional Variabel dan Indikator Pengukuran 

 

No Variabel Definisi 

Operasional 

Indikator Skala 

Pengukuran 

1 Akuntabilit Akuntabilitas 1. Sesuai dengan Skala Likert 

                                                             
58 Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif, Jakarta : PT Raja Grafindo 

Persada, 2012, h. 57 
59 Ibid. h. 57 
60 Ibid, 166. 
61 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2012). 49. 
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as Laporan 

Keuangan 

Desa 

Pengelolaan 

Keuangan 

adalah 

pertanggungja

wab an 

pengelolaan 

sumber daya 

serta 

pelaksanaan 

kebijakan yang 

dipercayakan 

kepada unit 

organisasi 

pemerintah 

dalam rangka 

pencapaian 

tujuan yang 

telah ditetapkan 

melalui laporan 

keuangan 

secara periodik 

(Superdi, 2017) 

ketentuan 

hukum dan 

peraturan yang 

berlaku 

2. Pertanggungjaw

ab an kepada 

public 

3. Terbuka, cepat 

dan tepat 

4. Penyusunan 

APBDesa  

5. Memonitor 

kinerja dan 

mengevaluasi 

manajemen 

2 Penyajian 

Laporan 

Keuangan 

Penyajian 

laporan 

keuangan 

memenuhi 

karakteristik 

kualitatif 

laporan 

keuangan atau 

SAP yang 

terdapat pada 

kerangka 

konseptual 

akuntansi 

pemerintahan 

1. Relevan 

2. Andal 

3. Tepat waktu 

4. Lengkap dan 

penyajiannya 

jujur 

5. Dapat 

dibandingkan, 

dapat dipahami, 

netral  

Skala likert 
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dalam 

peraturan 

pemerintah 

nomor 71 tahun 

2010 (Laila 

N.R, dkk., 

2018) 

3 Aksesibilita

s Informasi 

Desa  

Aksesibilitas 

merupakan 

kemudahan 

bagi seseorang 

untuk 

memperoleh 

informasi, 

misalnya 

kemudahan 

seseorang 

untuk 

memperoleh 

informasi 

laporan 

keuangan 

(Wildan 

Andika, 2016) 

1. Keterbukaan  

2. Kemudahan  

3. Accesible 

Skala Likert 

 

 

F. Uji Validitas dan Reabilitas  

1.   Uji Validitas 

Menurut Sugiyono, Validitas menunjukan kesamaan antara 

data yang sesungguhnya terjadi pada obyek dengan data yang 

dapat dikumpulkan oleh peneliti. Uji validitas didapat dari hasil 

pengisian kuisioner, dengan korelasi Pearson Product Moment
62

, 

yaitu suatu cara atau teknik dalam ilmu statistika untuk 

                                                             
62 Ratika Zahra dan Nofha Rina, “Pengaruh Celebrity Endorser Hamidah 

Rachmayanti Terhadap Keputusan Pembelian Produk Online Shop Mayoutfit di Kota 
Bandung”, Jurnal Lontar Vol. 6 NO 1 JANUARI-JUNI 2018, 49. 
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menunjukkan hubungan antar item dengan skor total dalam satu 

variabel, lalu pengukuran yaitu dengan menggunakan software 

SPSS versi 26.0 dengan tingkat signifikansi (α) = 0,05.  

Sebuah data dapat dikatakan valid apablila terdapat 

kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang 

sesungguhnya. Sedangkan yang dimaksud dengan data yang 

reliabel yaitu apabila terdapat  kesamaan dalam waktu yang 

berbeda.
63

 

Adapun rumus korelasi product moment untuk menguji validitas 

yaitu sebagai berikut: 

       
       (  ) (  )

√*      (  )  +*      (  ) +
 

Keterangan: 

     = Koefisin korelasi antar x dan y 

  = Variabel x 

  = Variabel y 

  = Jumlah Sampel 

    = Jumlah Skor dari    

    = Jumlah skor dari    

    = Jumlah hasil perkalian 

 

2. Uji Reabilitas 

Menurut Indrawati yang dikutip oleh Zahra dan Rina 

dijelasan bahwa, reliabilitas adalah menyangkut tingkat 

keterpercayaan, keterandalan, konsistensi, atau kestabilan hasil 

suatu pengukuran.
64

 Untuk menguji realibilitas instrument, 

peneliti menggunakan Split-half Technique (Teknik Belah Dua), 

yaitu dilakukan dengan cara membagi tes menjadi 2 bagian yaitu 

ganjil dan genap atau belahan awal dan belahan akhir,
65

 Masing-

masing belahan dilanjutkan dengan perhitungan Sperman-Brown. 

dengan bantuan program SPSS versi 26.0. 

 

 

                                                             
63 Sugiyono, Ibid, 192. 
64 Zahra dan Rina, Ibid., 50.  
65 Sugiyono, ibid., 206. 
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G. Teknik Analisis Data  

Analisis data Menurut Sugiyono yaitu  “proses untuk 

mengelompokkan pengurutan data kedalam ketentuan-ketentuan 

yang ada untuk memperoleh hasil sesuai dengan data yang telah 

didapatkan.”
66

  

 

1. Uji prasarat dan analisis 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas yaitu suatu cara yang digunakan untuk 

mengetahui apakah data yang berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal atau sebaran normal. Distribusi normal 

merupakan penyebaran yang simetris antara mean, modus 

dan median berada di pusat. Jika berdistribusi normal akan 

membentuk garis lurus diagonal dan ploting data residu akan 

tersebar mengikuti garis diagonalnya. Untuk melakukan uji 

normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji 

kolmogrov-smirnov dan grafik P-P normal.
67

 

 

b. Uji Linieritas 

Uji linearitas merupakan salah satu uji asumsi klasik yang 

dilakukan untuk mengetahui apakah variabel X dan Y 

memiliki hubungan yang linear pada sebaran data. Pada 

penelitian ini pengujian dilakukan dengan bantuan program 

SPSS 26.0. Jika nilai signifikansi (Linierity) kurang dari 0,5, 

maka kedua variabel dikatakan memiliki hubungan yang 

linier. 
68

 

 

2. Uji Hipotesis 

a. Uji Koefisien Regresi Sederhana (Uji T) 

Uji T  dilakukan untuk mengetahui apakah nilai suatu 

pembanding berbeda secara nyata atau tidak dengan rata-rata 

                                                             
66 Sugiyono, ibid., 60 
67 Nuryadi, dkk, “Dasar-Dasar Statistik Penelitian”(Yogyakarta, Gramasurya, 

2017), 79. 
68 Duwi Priyatno, “SPSS 22 Pengolahan Data Terpraktis” Yogyakarta: Cv Andi 

Offest, 2014), h 79. 
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sampel. Dengan kata lain uji T digunakan untuk menentukan 

apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata 

dua buah data kelompok.  

 

Terdapat dua hipotesis yang dilakukan dalam uji hipotesis 

penelitian ini yaitru hipotesis nol (H0) dan hipotesis 

alternative (H1). Dalam penelitian uji t peneliti dapat 

menggunakan uji satu sisi atau dua sisi. Uji satu sisi 

digunakan jika penelitian memiliki landasan teori yang kuat 

dalam hubungan kedua variabel, sebaliknya jika uji dua sisi 

digunakan apabila landasan teori yang digunakan tidak kuat. 
69

  

 

b. Analisis Regresi Linier Berganda  

Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui 

adanya ada atau tidaknya pengaruh dua atau lebih variable 

bebas (X) terhadap variable terikat (Y). Dalam penelitian ini 

variabel X yaitu Penyajian Laporan Keuangan Aksesibilitas 

Informasi dan variabel Y yaitu Akuntabilitas Laporan 

Keuangan Desa Dalam Perspektif Islam.
70

 Persamaan regresi 

linier berganda dirumuskan: 

  

Y  = a + β1X1 + β2X2  + e  

Keterangan :  

Y  = Akuntabilitas Laporan Keuangan Desa  Dalam 

Perspektif Islam 

a    = Konstanta  

b1,b2  = Koefisien regresi dari variabel independen  

X1   = Penyajian Laporan Keuangan 

X2   = Aksesibilitas Laporan Keuangan  

 

 

c. Uji KoefisienDeterminasi (Uji   ) 

                                                             
69 Agus Widarjono, “Analisis Regresi Dengan SPSS” (Yogyakarta: UPP STIM 

YKPN, 2018), 31 
70 Duwi Priyanto, ibid, 134 
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Koefisien determinasi digunakan untuk menguji seberapa 

besar presentase total variasi terhadap variabel Y yang 

dijelaskan oleh variabel X dalam analisis regresi. 
71

Dalam 

penelitian ini untuk melakukan uji koefisien determinasi (Uji 

  )dilakukan dengan bantuan program SPSS 26.0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
71 Agus Widarjono, Ibid, 27 
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BAB 1V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian  

1. Latar Belakang Desa Mekar Jaya 

Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang 

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai 

dasar peaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana 

menekankan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 

Nasional ( BKKBN ) tidak hanya terbatas pada masalah 

Pembangunan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera saja, 

akan tetapi juga masalah Pengendalian Penduduk. Selanjutnya 

dalam Undang-undang Nomer 23 Tahun 2014 Tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan Kongkuren antara Pemerintah Pusat, Daerah 

Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, dimana ditegaskan bahwa 

ada empat sub urusan bidang pengendalian penduduk dan Keluarga 

Berencana yang harus dilaksanakan oleh masingmasing tingkatan 

pemerintahan yaitu :  

a. Sub Urusan Pengendalian Penduduk,  

b. Sub Urusan Keluarga Berencana,  

c. Sub Urusan Keluarga Sejahtera,  

d. Sub Urusan Standarisasi dan Sertifikasi 

Terkait dengan itu, maka BKKBN diberi mandat untuk dapat 

turut mensukseskan Agenda Prioritas Pembangunan Nasional 

( Nawacita ) terutama Nawacita 3 ( tiga ), 5 (lima), dan 8 

( delapan ). Salah satu dari tiga agenda prioritas ini adalah 

Nawacita ketiga yaitu membangun masyarakat dari wilayah 

pinggiran dengan program Pembentukan Kampung KB pada 

tingkatan wilayah pemerintahan yang paling bawah yang 

bersentuhan langsung dengan masyarakat yaitu RW/dusun, yang 

pencanangannya untuk tingkat Nasional telah dilaksanakan pada 

bulah Februari tahun 2016 oleh Presiden RI ( Ir. Joko Widodo ). 

Selanjutnya melalui Kampung KB ini diharapkan akan mampu 

memunculkan berbagai inovasi strategis yang dapat dijadikan 

sebagai sebuah icon untuk dapatmengimplementasikan berbagai 

 
24 
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program prioritasdilapangan terutama yang terkait dengan program 

KKBPK dan program lintas sektoral lainnya secara utuh dan 

terpadu khususnya di wilayah Desa Mekar Jaya Kecamatan 

Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan. 

2. Tujuan Desa Mekar Jaya 

a. Tujuan Umum  

Secara Umum tujuan dibentuknya Kampung KB di 

Desa Mekar Jaya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat di tingkat desa  atau yang setara melalui program 

kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan 

keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam rangka 

mewujudkan keluarga kecil berkualitas khususnya di Desa 

Mekar Jaya. 

b. Tujuan Khusus  

1) Meningkatkan peran pemerintah, pemerintah daerah, 

lembaga non pemerintah dan swasta dalam memfasilitasi, 

pendampingan dan pembinaan masyarakat untuk 

menyelenggarakan program kependudukan, keluarga 

berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan 

sektor terkait;  

2) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang 

pembangunan berwawasan kependudukan;  

3) Meningkatkan jumlah peserta KB aktif modern  

4) Meningkatkan ketahanan keluarga melalui program Bina 

Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), 

Bina Keluarga Lansia (BKL), dan Pusat Informasi dan 

Konseling (PIK) Remaja;  

5) Meningkatkan pemberdayaan keluarga melalui 

Kelompok UPPKS;  

6) Menurunkan angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

(KDRT);  

7) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;  

8) Meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk usia 

sekolah;  
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9) Meningkatkan sarana dan prasarana pembangunan 

kampung  

10) Meningkatkan sanitasi dan lingkungan kampung yang 

sehat dan bersih 

 

3. Sejarah Singkat Desa Mekar Jaya 

Desa Mekar Jaya adalah salah satu desa dari 15 desa di 

wilayah kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung 

Selatan yang berjarak 6 km dari pusat pemerintahan kecamatan 

Merbau Mataram, 40 Km dari Pusat pemerintahan Kabupaten 

lampung selatan dan 30 km dari pusat Ibu Kota propinsi 

Lampung. 

Desa Mekar Jaya merupakan pemekaran dari Desa 

Karang Raja sejak  tanggal  05 bulan Maret tahun 2000 , dengan 

dasar hukum pembentukan dengan SK Bupati lampung Selatan 

dengan nomor : SK.Bupati Lam.Sel .No.yang terdiri atas dusun 

Yaitu : 

1) Dusun Sumberejo I yang berasal dari desa Karang Raja 

Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan 

2) Dusun Karang Sari yang berasal dari desa Suban Kecamatan 

Katibung  

3) Dusun Cimanuk  yang berasal dari desa Suban Kecamatan 

Katibung Kabupaten Lampung Selatan  

Dengan dipimpin oleh Kepala Desa Bapak LENDRI 

sampai dengan tahun 2006. Seiring dengan berjalannya waktu 

bahwa Desa Mekar Jaya telah mengalami beberapa kali 

pergantian Kepala Desa. Adapun kepala desa yang Pernah 

menjabat adalah sebagai berikut : 

1) Kepala desa Bapak Lendri tahun 2000 sampai dengan 2006 

2) Pj. Bapak Andi Subandi Tahun 2006 sampai dengan 2007 

3) Kepala desa Bapak Pudin  2008 sampai dengan 2013 

4) Kepala Desa Bapak Pudin.SE  tahun 2013 sampai dengan 

2019 
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Pada saat ini Kepala Desa MEKAR JAYA di jabat oleh 

Bapak Pudin, SE selaku Kepala desa Terpilih tahun 2013, dan 

di lantik sebagai kepala Desa Mekar Jaya periode 2013 – 2019 

oleh Bapak Bupati Lampung Selatan pada tanggal  Juni 2013. 

4. Batas Dan Luas Wilayah  

Desa Mekar Jaya merupakan salah satu dari 14 Desa  

yang ada di wilayah Kecamatan MERBAU Mataram yang 

secara tipologi wilayahnya adalah Pegunungan dengan luas 

wilayah Kurang lebih 2.540 Ha, dengan batas-batas wilayah 

sebagai berikut :   

1) Sebelah Utara : Desa Karang RajaKecamatan Merbau 

Mataram 

2) Sebelah Selatan : Desa Tri Tunggal Kecamatan Katibung 

3) Sebelah Timur  : Desa Pardasuka Kecamatan Katibung 

4) Sebelah Barat  : Desa Baru Ranji dan Desa Karang Jaya 

5) Secara administratif Desa Mekar Jaya terbagi menjadi 8 

Dusun dan 21 Rt yaitu: 

6) Dusun 1 Terdiri dari  3  RT ( RT 1,Rt 2 dan Rt 3 ) 

7) Dusun 2 Terdiri dari 3 RT (RT 1,Rt 2 dan Rt 3) 

8) Dusun 3 terdiri dari 3 RT (RT 1,Rt 2 dan Rt 3) 

9) Dusun 4 terdiri dari 2 RT (RT 1 dan Rt 2) 

10) Dusun 5 terdiri dari 3 RT (RT 1,Rt 2 dan Rt 3) 

11) Dusun 6 terdiri dari 3 RT ((RT 1,Rt 2 dan Rt 3) 

12) Dusun 7 terdiri dari 2 RT ( RT 1 dan Rt 2) 

13) Dusun 8 terdiri dari 2 RT ( RT 1 dan Rt 2) 

Yang mana masing-masing Dusun di kepalai oleh 

seorang Kepala Dusun dan untuk masing masing RT di kepalai 

oleh pejabat RT yang disebut dengan Ketua RT. 

5. Demografi Dan Keluarga Berencana  

Berdasarkan hasil pemuktahiran data Keluarga tahun 

2016 bahwa jumlah penduduk Penduduk Desa Mekar Jaya 

tercatat sebagai berikut : 
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1) Jumlah KK   : 1.028 KK 

2) Jumlah Jiwa  : 3.827 Jiwa yang terdiri dari laki laki 1.947 

jiwa dan Perempuan 1.880 jiwa 

3) Tahapan keluarga sejahtera 

a. Pra Sejahtera   : 780 KK   

b. KS.1     : 148 KK   

c. KS.2     : 97 KK   

d. KS.3     :  3KK   

e. KS 3+   : 0 KK   

4) Dalam bidang Keluarga Berencana  

Dalam Bidang KB dapat kami sampaikan bahwa 

jumlah peserta KB Aktif Desa MEKAR JAYA sampai 

dengan Desember 2016 tercatat sebanyak 393 Akseptor 

Aktif ( 55,04% ) dari total PUS sebanyak 714, dengan 

kualitas penggunaan kontrasepsi masih didominasi oleh 

penggunaan kontrasepsi Non MKJP, penggunaan 

kontrasepsi jangka panjang hanya 24,40% dari total peserta 

KB aktif 393 sebagaimana daftar dibawah ini : 

Tabel 4.1 

Tabel Jumlah Peserta KB Aktif 

 

6. Potensi Dan Sumber Daya  

Dalam rangka pelaksaan kegiatan program pembangunan 

di wilayah kampung KB khususnya, maka terkait dengan 

N

O 

DUS

UN 
PUS 

JUMLAH PESERTA KB AKTIF 

IU

D 

MO

W 

MO

P 

KD

M 

IM

P 

ST

K 

PI

L 

JM

L 

1 I 180 7 1 0 0 14 45 38 105 

2 II 179 5 1 1 8 16 43 35 109 

3 III 166 3 2 0 1 19 37 14 76 

4 IV 189 4 3 0 2 20 34 40 103 

JUMLAH 714 19 7 1 11 69 159 127 393 
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potensi atau sumber daya baik yang menyangkut sumber daya 

alam maupun sumber daya manusia tentunya sangat 

berpengaruh terhadap kelancaran program pembangunan. 

Adapun potensi serta faktor-faktor yang kami maksud disini 

adalah : 

a. Faktor Pendukung  

Untuk mendukung lancarnya pelaksanaan kegiatan 

program KKBPK dan pembangunan lainnya di Kampung 

KB sangat ditentukan oleh adanya factor pendukung ini, 

adapun faktor yang kami maksud adalah faktor-faktor yang 

terkait dengan keadaan serta potensi wilayah, sumber daya 

alam, ataupun manusia, sarana dan prasarana baik yang 

menyangkut phisik maupun non phisik yang dapat kami 

rincikan sebagai berikut :  

1) Adanya PPKBD dan SUB PPKBD  

2) Adanya data Penduduk dan Keluarga berdasarkan tingkat 

kesejahteraannya  

3) Adanya PLKB/PKB  

4) Adanya Bidan Desa 

5) Adanya poktan (BKB, BKR, BKL,UPPKS)  

6) Adanya PIK- Remaja 

7) Dukungan Toga dan Toma  

8) Adanya Fasilitas Jalan  

9) Dukungan DD  

10) Adanya Sekolah (SMk, SMP SATAP, SD dan 

TK/PAUD)  

11) Adanya Posbindu  

12) Adanya Posyandu 

b.  Faktor Penghambat 

1) Sarana Kesehatan ( Faskes KB) ada  

2) Kondisi jalan desa yang kurang memadai  

3) Tingkat pendidikan Masyarakat yang masih rendah  
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4) Operasional Kader masih rendah  

5) Keterlibatan para stake holder dalam kegiatan di 

kampung KB masih rendah  

6) Tingkat Pendidikan Kader yang masih rendah  

7) Keterlibatan para tokoh dalam setiap kegiatan poktan 

masih kurang  

8) Masih tingginya angka Pra sejahtera dan Sejahtera  

9) Jumlah penduduk tinggi dengan kualitas rendah  

10) Income perkapita masyarakat masih rendah 

11) Penggunaan kontrasepsi sederhana masih cukup timggi  

12) Kondisi lingkungan yang belum tertata dengan baik  

c.  Peluang  

1) Undang-undang No 52 Tentang Perkembangan 

Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan 

Keluarga  

2) Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawacita) 

terutama Nawacita ke-3 yaitu membangun masyarakat 

dari wilayah pinggiran  

3) Dukungan ADD Untuk Penggerakan program KKBPK 

4) Sifat gotong royong yang masih tertanam kuat 

d.  Tantangan  

1) Pemahaman para tokoh yang ada tentang KKBPK masih 

rendah sehingga seringkali menjadi faktor penghambat 

dalam pelaksanaan program  

2) Pro kontra tentang MKJP terutama IUD dan Kontap yang 

masih ada dikalangan para tokoh agama  

3) Ego sektoral dari beberapa dinas yang masih tnggi  

4) Masih ada sebahagian masyarakat yang beranggapan 

bahwa Kampung KB dianggap milik BKKBN saja 

sehingga agak sulit untuk diajak dalam setiap kegiatan 

berpartisipasi  
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e.  Visi Dan Misi  

1) Visi  

Adapun visi dari kampung KB Desa Mekar 

Jayaadalah Terwujudnya keluarga-keluarga yang 

berkualitas dalam mempersiapkan kehidupan berkeluarga 

. Adapun makna yang terkandung dalam Visi ini adalah : 

a) Keluarga , dalam arti unit terkecil dalam masyarakat 

b) Berkualitas, dalam arti bahwa dalam mempersiapkan 

kehidupan berkeluarga secara utuh dan terencana yang 

meliputi aspek : 

 Keagamaan 

 Pendidikan 

 Kesehatan 

 Ekonomi 

 Sosial budaya serta psikologi 

2) Misi  

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan 

maka dirumuskan suatu misi Sebagai berikut : 

a) Membentuk kepengurusan Kampung KB yang 

dikukuhkan dengan keputusan  

b) Menyiapkan sasaran pembinaan yang terdiri dari : 

Para keluarga yang mempunyai anak Balita, Remaja, 

dan Lansia serta PIK Remaja dan Kelompok Kegiatan 

lainnya 

c) Menyiapkan Metode dan Materi Pembinaan serta 

Penyuluhan kepada sasaran 

d) Melaksanakan pembinaan sesuai dengan metode dan 

materi yang sudah dipersiapkan, antara lain :   

 Melaksanakan penyuluhan, penerangan dan 

motivasi 

 Melaksanakan Pertemuan- Pertemuan 

 Melaksanakan Pelatihan-Pelatihan (life skill) 
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 Melaksanakan Pendidikan, kursus kepada keluarga 

sasaran dll 

e) Menyelenggarakan kegiatan administrantif dan 

dokumentasi  

f) Melaksanakan kegiatan fasilitas terbhadap program 

kegiatan di Kampung KB  

g) Melakukan monotoring dan evaluasi terhadap 

berbagai program yang telah dilaksanakan di 

Kampung KB. 

f.  Kebijaksanaan Dan Rencana Kegiatan Program Desa 

Mekar Jaya Kabupaten Lampung  Selatan 

Dalam rangka pemberdayaan dan pembangunan 

masyarakat khususnya diwilayahDesa Mekar Jaya Kecamatan 

Merbau Mataram Kabupaten Lampung selatan, ada beberapa 

program kegiatan yang akan kani lakukan yaitu :  

1) Memberdayakan para keluarga dalam hal kehidupan 

berkeluarga yang bertujuan untuk meningkatan ketahanan 

keluarga melalui bina keluarga Balita (BKB), bina Keluarga 

Remaja (BKR ), Bina Keluarga Lansia (BKL) , UPPKS 

dalam rangka mewujudkan keluarga berkualitas, melalui 

program :  

a) Pembinaan terhadap para keluarga yang mempunyai 

Balita  

b) Pembinaan terhadap para keluarga yang mempunyai 

Remaja  

c) Pembinaan terhadap para keluarga yang mempunyai 

Lansia  

d) Pembinaan Keluarga PUS  

e) PIK Remaja 

f) Dan Kelompok Kegiatan lainnya  

 

2) Program dan Kegiatan Program penyiapan kehidupan 

berkeluarga dengan kegiatan :  
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a) Menyiapkan methode dan materi serta melaksanakan 

penyuluhan yang terkait dengan aspek pendidikan dalam 

keluarga  

b) Menyiapkan methode dan materi serta melaksanakan 

penyuluhan yang terkait dengan aspek kesehatan 

reproduksi  

c) Menyiapkan methode dan materi serta melaksanakan 

kegiatan penyuluhan pendewasaan Usia Perkawinan 

(PUP ) dan penyiapan berkeluarga dikalangan Remaja 

dan orangtua atau keluarga remaja  

d) Menyiapkan methode dan materi serta melaksanakan 

penyuluhan yang terkait dengan aspek pendidikan  

e) Menyiapkan methode dan materi serta melaksanakan 

penyuluhan yang terkait dengan aspek ekonomi  

f) Menyiapkan methode dan materi serta melaksanakan 

penyuluhan aspek agama dalam keluarga melalu majlis 

taklim, TPQ  

Demikian sekilas tentang gambaran umum Desa 

Mekar JayaKecamatan Merbau Mataramyang kami 

jadikan latar belakang dari terbentuknya Kampung KB. 

 

B. Deskripsi Data 

Data pada penelitian ini dikumpulkan dengan cara 

menyebarkan kuesioner secara langsung kepada responden. 

Dimana responden dalam penelitian ini yaitu perwakilan 

masyarakat di Desa Mekar Jaya Kecamatan Merbau Mataram 

Kabupaten Lampung Selatan. Peneliti mengambil perwakilan 

Kepala Dusun, RT, RW, dan BPD dengan jumlah keseluruhan 

sebanyak 37  kuesioner. Waktu penyebaran sampai dengan 

pengumpulan berlangsung selama satu minggu pada bulan Agustus 

2022. Dari 37 kuesioner yang disebarkan secara langsung, 

keseluruhan responden menyampaikan kembali hasil jawaban 

kuesioner. Berikut ini rincian data dalam penelitian ini: 
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Tabel 4.2 

Pengumpulan Data 

 

No Keterangan Jumlah Persentase (%) 

1. Kuesioner yang 

diserahkan 

37 100% 

2. Kuesioner yang tidak 

kembali 

0 0% 

3. Kuesioner yang 

diterima 

37 100% 

Kuesioner yang dianalisis 

untuk uji hipotesis 

37 100% 

Sumber : Jawaban kuesioner data diolah peneliti (2022)

  

 Deskripsi data penelitian yaitu gambaran data yang digunakan 

dalam suatu penelitian untuk melihat kondisi responden yang 

dijadikan sampel dalam penelitian ini. Dari hasil pengisian data 

kuisioner  oleh responden dengan jumlah sampel sebanyak 37 

responden desa Mekar Jaya  dilakukan pengujian menggunakan 

bantuan program Statistical Program and Service Solutionseri 

26.0. 

 

1. Karakteristik Responden 

Karakteristik responden dalam penelitian ini sebanyak 37 

responden terdiri dari Kepala Dusun, RT, RW dan BPD. 

Karakteristik responden yang digunakan dalam penelitian ini 

berdasarkan jawaban kuesioner yang diterima peneliti, 

karakteristik responden meliputi, usia, jenis kelamin, tingkat 

pendidikan, jabatan dan masa jabatan. Hasil uji deskripsi 

responden penelitian adalah sebagai berikut : 
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a.  Karakteristik  Responden berdasarkan usia 

Tabel 4.3 

Karakteristik Responden Berdasarkan usia 

 

No Usia Deskripsi Frekuensi Responden 

Frekuensi Persentase (%) 

1. 30 - 40 tahuN 20 54,05 % 

2. 41 - 50 tahun 15 40,54 % 

3. >50 tahun 2 05,41 % 

 Jumlah 37 100 % 

   Sumber : Jawaban Kuesioner data diolah oleh 

peneliti (2022) 

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas, dapat disimpulkan bahwa 

dari 37 responden dalam penelitian ini, terdapat responden 

dengan kelompok umur 30-40 tahun sebanyak 20 responden atau 

sebesar 54,05 %, kelompok umur 41-50 tahun sebanyak 15 

responden atau sebesar 40,54% dan kelompok umur >50 tahun 

sebanyak 2 responden atau sebesar 05,41 %. 

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis 

Kelamin 

Tabel 4.4 

Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

 

No 

 

Jenis 

Kelamin 

Deskripsi Frekuensi Responden 

Frekuensi Persentase % 

1. Pria 37 100 % 

2. Wanita 0 0 % 

Jumlah 37 100 % 

Sumber : Jawaban kuesioner data diolah oleh peneliti (2022) 

Berdasarkan tabel 4.4 diatas, dapat disimpulkan bahwa 

dari 37 responden, jumlah responden yang berjenis kelamin pria 

yaitu sebanyak 37  responden atau sebesar 100%, sedangkan 

responden berjenis kelamin wanita yaitu sebanyak 0 orang atau 

0%. Sehingga, dapat disimpulkan dalam penelitian ini responden 



55 
 

 

seluruhnya adalah pria yaitu sebanyak 37 responden atau 100 %. 

 

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Tabel 4.5 

Deskripsi Responden 

Berdasarkan Tingkat 

Pendidikan 

 

No 

 

Jenis Kelamin 

Deskripsi Frekuensi 

Responden 

Frekuensi Persentase 

% 

1. SD 14 37,84% 

2. SMP 10 27,03% 

3. SMA 

/ 

SMK 

12 32,43% 

4. D3 - - 

5. S1 1 02,70 % 

6. Lain-

lain 

- - 

Jumlah   37     100% 

Sumber : Jawaban kuesioner data diolah oleh peneliti (2022) 

Berdasarkan tabel 4.5 diatas, dapat disimpulkan bahwa 

dari 37 responden, tingkat pendidikannya terdiri dari tingkat SD 

sebanyak 14 orang atau sebesar 37,84%, SMP sebanyak 10 orang 

atau sebesar 27,03%, SMA/SMK sebanyak 12 orang atau sebesar 

32,43% dan S1 sebanyak 1 orang atau sebesar 02,70 %. 
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d. Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan 

 

Tabel 4.6 

Deskripsi Responden Berdasarkan Jabatan 

 

No. 

 

Jabatan 

Deskripsi Frekuensi Responden 

Frekuensi Persentase 

1. Kepala 

Dusun 

1 2,70 % 

2. BPD 7 18,92 % 

3. RT 21 56,76% 

4. RW 8 21,62 % 

Jumlah 37 100 % 

Sumber : Jawaban kuesioner data diolah peneliti (2022) 

Berdasarkan tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa 

responden berjumlah 37 orang, terdiri dari 1 orang  yang menjabat 

sebagai kepala dusun atau sebesar 2,70%, 7 orang menjabat 

sebagai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu sebesar 

18,92%, 21 orang menjabat sebagai ketua RT atau sebesar 

56,76% dan 8 orang menjabat sebagai ketua RW yaitu sebesar 

21,62%. 

 

2. Deskripsi Jawaban Responden  

Berdasarkan dari hasil pengujian data kuesioner 

responden yang dilakukan dengan uji frekuensi data pada 

masing-masing variabel (X) yaitu Penyajian Laporan Keuangan 

Aksesibilitas Informasi Desa (Variabel independen), dan variabel 

(Y) yaitu Akuntabilitas Laporan Keuangan Desa Dalam 

Perspektif Akuntansi Islam (Variabel Dependen) diperoleh 

penyebaran kuisioner kepada 37 responden yang menjadi sampel 

penelitian ini. Hasil pengolahan data dibantu oleh program SPSS 

Versi 26,0 yang dapat dilihat pada tabel-tabel dibawah ini. 
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Tabel 4.7 

Kriteria Hasil Skor Penyajian Laporan Keuangan Aksesibilitas 

Informasi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Desa 

 

Kriteria Penyajian Laporan Keuangan Aksesibilit

as 

Informasi 

Desa 

Akuntabilit

as Laporan 

Keuangan 

Desa 

Mean 32.73 8.81 22.49 

Median 33.00 9.00 24.00 

Modus 32 5 24 

Standar 

Deviasi 

3.168 3.479 3.313 

Varian 10.036 12.102 10.979 

Nilai 

Minimu

m 

25 4 15 

Nilai 

Maksimu

m 

40 15 28 

Jumlah   175,9   

 

175.934 
 

57.391 127.782 

   Sumber: Data yang diolah (2022) 

 Dari tabel 4.7 diatas dapat dilihat bahwa pada variabel 

Penyajian Laporan Keuangan Aksesibilitas Informasi Dan 

Akuntabilitas Laporan Keuangan Desanilai rata-rata yaitu 32.73 , 

median33.00, modus 32, standar deviasi 3.168, varian 10.036, nilai 

minimum 25, nilai maksimum 40 dan jumlah nilai  175.9. Pada 

Aksesibilitas Informasi nilai rata-rata yaitu 8.81, median 9.00, 

modus 5, standar deviasi 3.479, varian 12.102, nilai minimum 4, 

nilai maksimum 15, dan jumlah nilai  57.391.sementara Dan 

Akuntabilitas Laporan Keuangan Desa nilai rata rata yaitu 22.49, 

median 24.00, modus 24, standar deviasi 3.313, varian 10.979, nilai 

minimum 15, nilai maksimum 28, dan jumlah nilai 127.782. 
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C. Hasil Analisis Data 

1. Uji Validitas dan Reliabilitas  Uji Angket 

a. Validitas  

Pengujian validitas instrument penelitian, dilakukan 

dengan menyebar angket kepada 37 orang responden yang 

menjadi sampel dalam penelitian, dengan jumlah soal 8 item 

untuk variabel Penyajian Laporan Keuangan, 3 item untuk 

Aksesibilitas Informasi Desa dan 6 item untuk Akuntabilitas 

Laporan Keuangan Desa. Berikut yaitu hasil uji validitas pada 

masing-masing variabel.   

Pengujian dilakukan dengan menggunakan bantuan  

program SPSS versi 26.0 dengan jumlah responden 37 

responden. Pengambilan keputusan didasarkan pada nilai 

        (corrected Item-Total Corelation)          sebesar 

0,334; untuk df = 37-2 = 35;   = 0,05 maka item/ pertanyaan 

dikatakan valid dan sebaliknya. 

 

1) Uji Validitas Angket Penyajian Laporan Keuangan  

 

Tabel 4.8  

Rekapitulasi Angket Penyajian Laporan Keuangan (X1) 

R
es

p
o

n
d

en
 

 

Nama 

 

Butir Pertanyaan 

It
em

 1
 

It
em

 2
 

It
em

 3
 

It
em

 4
 

It
em

 5
 

It
em

 6
 

It
em

 7
 

It
em

 8
 

T
o

ta
l 

S
k

o
r 

1.  PUDIN 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

2.  MUSTAFA 

KAMAL 5 4 5 4 5 5 4 5 37 

3.  TANZILI 4 2 4 2 4 5 4 3 28 

4.  MUHADI 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

5.  RUDI 

SUTRISNO 4 5 4 4 4 4 4 4 33 

6.  SATIB 4 4 3 4 3 4 4 3 29 
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7.  ELI IDRIS 4 5 4 4 4 5 4 4 34 

8.  USIN 4 4 4 3 4 5 3 4 31 

9.  SURONO 4 4 3 4 5 4 4 3 31 

10.  SUHERMA

N 4 4 4 4 5 4 4 4 33 

11.  NARTIM 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

12.  MULYONO 4 5 5 5 5 5 5 5 39 

13.  ALIYUS 

ADILAGA 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

14.  SUANDI 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

15.  NASIR 4 5 4 4 4 5 4 4 34 

16.  ACE IDRUS 4 4 3 4 3 4 4 3 29 

17.  SUROTO 4 4 5 4 5 5 4 5 36 

18.  SUTARMIN 3 4 4 4 4 4 4 3 30 

19.  SLAMET 

RIYADI 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

20.  SLAMET 

RIYADI 4 3 3 3 3 3 3 3 25 

21.  SUHERMA

N  4 4 4 2 4 4 4 4 30 

22.  BANI 4 3 4 3 3 4 3 3 27 

23.  YATIMAN 4 4 3 4 3 5 4 3 30 

24.  SAHARI 4 5 4 5 4 5 5 4 36 

25.  WAHIDIN 4 4 5 4 4 4 4 4 33 

26.  JANURI 4 4 5 4 4 4 4 4 33 

27.  SUANDI 3 5 4 4 4 4 4 4 32 

28.  ROHANI 4 5 4 5 4 5 5 4 36 

29.  JAHIDI 4 4 5 4 3 5 4 4 33 

30.  SUKARTA 5 4 5 4 4 4 4 4 34 

31.  KASLI 4 4 4 4 5 4 4 4 33 

32.  JAHIDI 3 4 4 4 4 5 4 4 32 

33.  SUGANDI 4 5 4 5 3 5 5 4 35 

34.  SARIP 5 5 5 5 4 5 5 4 38 

35.  SUKARDI 4 4 5 4 5 4 4 5 35 

36.  ARSID 5 4 4 4 4 4 4 4 33 
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37.  SAMSUL 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

Total Skor 121

1 

Sumber: Data Primer Hasil Pengisian Angket Penyajian 

Laporan Keuangan Aksesibilitas Informasi Desa Terhadap 

Akuntabilitas Laporan Keuangan Desa dalam Perspektif 

Ekonomi Islam. 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Validitas Variabel Penyajian Laporan Keuangan Desa (X1) 

Butir Corrected Item-

Total Correlation / 

r hitung 

Sig. R table Kriteria 

1.  0.290 0,000 0.334 Valid 

2.  0.589 0,000 0.334 Valid 

3.  0.574 0,000 0.334 Valid 

4.  0.610 0,000 0.334 Valid 

5.  0.430 0,000 0.334 Valid 

6.  0.442 0,000 0.334 Valid 

7.  0.682 0,000 0.334 Valid 

8.  0.752 0,000 0.334 Valid 

Sumber: Data Primer yang diolah (2022) 

Berdasarkan Tabel 4.9  dapat diketahui bahwa seluruh butir 

pertanyaan untuk variabel Penyajian Laporan Keuangan Desa(X) 

memiliki status Valid karena Corrected Item-Total Correlation / r 

hitung    r table (0.334). 

 

2) Uji Validitas Angket Aksesibilitas Informasi Desa (X2) 

Tabel 4.10 

Rekapitulasi Angket Aksesibilitas Informasi Desa (  ) 

R
es

p
o
n

d
en

 

Nama 
Butir Pertanyaan  

T
o
ta

l 
S

k
o

r 

It
em

 

1
 

 I
te

m
 

2
 

 I
te

m
 

3
 

1 PUDIN 2 3 2 7 
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2 

MUSTAFA 

KAMAL 2 3 2 7 

3 TANZILI 2 3 2 7 

4 MUHADI 2 2 2 6 

5 

RUDI 

SUTRISNO 2 2 2 6 

6 SATIB 1 2 1 4 

7 ELI IDRIS 1 2 2 5 

8 USIN 1 2 2 5 

9 SURONO 1 2 1 4 

10 SUHERMAN 4 4 4 12 

11 NARTIM 4 2 4 10 

12 MULYONO 5 5 5 15 

13 

ALIYUS 

ADILAGA 2 1 2 5 

14 SUANDI 5 3 5 13 

15 NASIR 5 3 5 13 

16 ACE IDRUS 1 2 2 5 

17 SUROTO 2 2 2 6 

18 SUTARMIN 4 3 4 11 

19 

SLAMET 

RIYADI 5 4 5 14 

20 

SLAMET 

RIYADI 3 3 3 9 

21 SUHERMAN  2 1 2 5 

22 BANI 2 1 2 5 

23 YATIMAN 2 1 3 6 

24 SAHARI 2 1 3 6 

25 WAHIDIN 5 4 5 14 

26 JANURI 3 3 3 9 

27 SUANDI 4 3 4 11 

28 ROHANI 2 3 2 7 

29 JAHIDI 3 3 3 9 

30 SUKARTA 4 3 4 11 
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31 KASLI 4 3 4 11 

32 JAHIDI 2 1 2 5 

33 SUGANDI 5 4 4 13 

34 SARIP 5 4 4 13 

      

35 SUKARDI 4 3 4 11 

36 ARSID 

  

5  4 5 14 

37 SAMSUL 4 4 4 12 

 Jumlah Skor  326 

 Sumber: Data primer hasil pengisian angket Aksesibillitas Informasi 

Desa(2022)  

Sama seperti sebelumnya, dilakukan pengujian terhadap 3 

pertanyaan sehingga terdapat 3 korelasi produc moment yang 

menggunakan bantuan software SPSS versi 26.0, hasilnya sebagai 

berikut: 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Validitas Aksesibilitas Informasi Desa(X2) 

 

Butir Corrected Item-

Total Correlation / r 

hitung 

Sig. R table Kriteria 

1.  0.936 0,000 0,334 Valid 

2.  0.725 0,000 0,334 Valid 

3.  0.898 0,000 0,334 Valid 

Berdasarkan Tabel 4.11  dapat diketahui bahwa seluruh butir 

pertanyaan untuk variabel) Aksesibilitas Informasi Desa (X2) memiliki 

status Valid memiliki status Valid karena Corrected Item-Total 

Correlation / r hitung    r table (0,334). 

3) Uji Validitas Angket Akuntabilitas Laporan Keuangan (Y) 

Tabel 4.12 

Rekapitulasi Angket Akuntabilitas Laporan Keuangan Desa (Y) 

 

R
es

p
o
n

d
en

  

Nama 

 

Butir Pertanyaan 
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It
em

 1
 

It
em

 2
 

It
em

 3
 

It
em

 4
 

It
em

 5
 

It
em

 6
 

It
em

 7
 

1.  PUDIN 4 5 4 3 4 4 24 

2.  MUSTAFA 

KAMAL 4 5 4 4 4 4 25 

3.  TANZILI 2 4 2 2 3 2 15 

4.  MUHADI 4 4 4 4 4 4 24 

5.  RUDI 

SUTRISNO 4 4 4 4 4 4 24 

6.  SATIB 4 4 4 5 5 5 27 

7.  ELI IDRIS 4 4 4 4 5 4 25 

8.  USIN 4 4 4 4 4 4 24 

9.  SURONO 2 4 2 3 2 3 16 

10.  SUHERMAN 4 4 4 4 4 4 24 

11.  NARTIM 4 5 4 4 4 4 25 

12.  MULYONO 5 5 5 4 5 4 28 

13.  ALIYUS 

ADILAGA 5 4 5 5 4 5 28 

14.  SUANDI 4 5 4 4 4 4 25 

15.  NASIR 5 5 4 4 4 4 26 

16.  ACE IDRUS 3 4 3 3 3 3 19 

17.  SUROTO 4 4 4 4 4 4 24 

18.  SUTARMIN 3 4 3 3 3 3 19 

19.  SLAMET 

RIYADI 3 4 3 3 3 3 19 

20.  SLAMET 

RIYADI 5 4 5 4 4 4 26 

21.  SUHERMAN  4 4 4 4 4 4 24 

22.  BANI 4 4 4 4 4 4 24 

23.  YATIMAN 2 3 4 2 3 3 17 

24.  SAHARI 4 4 4 4 4 4 24 

25.  WAHIDIN 4 4 4 4 4 4 24 

26.  JANURI 3 4 3 3 3 3 19 
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27.  SUANDI 4 4 4 4 4 4 24 

28.  ROHANI 4 4 4 4 4 4 24 

29.  JAHIDI 3 4 3 3 3 3 19 

30.  SUKARTA 3 5 3 3 4 4 22 

31.  KASLI 3 4 3 3 3 3 19 

32.  JAHIDI 4 4 4 4 4 4 24 

33.  SUGANDI 3 4 3 3 3 3 19 

34.  SARIP 3 4 3 3 4 4 21 

35.  SUKARDI 3 5 3 3 4 4 22 

36.  ARSID 3 4 3 3 3 4 20 

37.  SAMSUL 3 4 3 3 3 3 19 

Total Skor 832 

Sumber: Data Primer Hasil Pengisian Angket Penyajian Laporan 

Keuangan Aksesibilitas Informasi Desa Terhadap Akuntabilitas 

Laporan Keuangan Desa dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Sama seperti sebelumnya, dilakukan pengujian terhadap 6 

pertanyaan sehingga terdapat 36korelasi produc moment yang 

menggunakan bantuan software SPSS versi 26.0, hasilnya sebagai 

berikut: 

 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Validitas Akuntabilitas Laporan Keuangan Desa (Y) 

 

Butir Corrected Item-

Total Correlation 

/ r hitung 

Sig. R table Kriteria 

1.  0.912 0,000 0,334 Valid 

2.  0.285 0,000 0,334 Valid 

3.  0.817 0,000 0,334 Valid 

4.  0.843 0,000 0,334 Valid 

5.  0.829 0,000 0,334 Valid 

6.  0.847 0,000 0,334 Valid 

Sumber: Data Primer yang diolah Aksesibilitas Informasi Desa (2022) 

Berdasarkan Tabel 4.13  dapat diketahui bahwa seluruh butir 

pertanyaan untuk variabel) Akuntabilitas Laporan Keuangan (Y) 
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memiliki status Valid memiliki status Valid karena Corrected Item-Total 

Correlation / r hitung    r table (0,334). 

 

b. Reliabilitas 

Untuk menguji realibilitas instrument dilakukan pada item 

pertanyaan yang valid, peneliti menggunakan Split-half Technique 

(Teknik Belah Dua), yaitu dilakukan dengan cara membagi tes menjadi 2 

bagian yaitu ganjil dan genap atau belahan awal dan belahan akhir. 

Masing-masing belahan dilanjutkan dengan perhitungan Sperman-Brown. 

dengan bantuan program SPSS versi 26.0. Dengan kriteria pengujian: jika 

korelasi Guttman Split-Half Coefficient   0,80 maka berkesimpulan 

instrument penelitian dinyatakan reliabel, jika korelasi Guttman Split-

Half Coefficient   0,80 maka berkesimpulan instrument penelitian 

dinyatakan tidak reliabel. 

 

 

1) Uji Reliabilitas Penyajian Laporan Keuangan Aksesibilitas 

Informasi Desa Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Desa 

dalam Perspektif Akuntansi Islam 

 

Tabel 4.14 

Hasil uji reliabelitas Penyajian Laporan Keuangan (X1) 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Part 1 Value .652 

N of Items 4
a
 

Part 2 Value .710 

N of Items 4
b
 

Total N of Items 8 

Correlation Between Forms .745 

Spearman-Brown 

Coefficient 

Equal Length .854 

Unequal Length .854 

Guttman Split-Half Coefficient 854 

Sumber: Data Primer yang diolah(2022) 

   Analisis output : 
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Dari tab el 4.14 diatas diketahui korelasi Guttman Split-Half 

Coefficient sebesar 0,854  0,80 maka berkesimpulan instrument 

penelitian dinyatakan reliabel. 

2) Uji Reliabilitas Angket Aksesibilitas Informasi Desa  

Table 4.15 

Hasil uji variabel Aksesibilitas Informasi Desa  (X2) 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Part 1 Value .833 

N of Items 2
a
 

Part 2 Value 1.000 

N of Items 1
b
 

Total N of Items 3 

Correlation Between Forms 898 

Spearman-Brown 

Coefficient 

Equal Length 946 

Unequal Length 952 

Guttman Split-Half Coefficient 856 

Sumber: Data Primer yang diolah 

 

Analisis output  

Dari tabel diatas diketahui korelasi Guttman Split-Half 

Coefficient sebesar 0,856  0,80 maka berkesimpulan instrument 

penelitian dinyatakan reliabel. 

 

3) Uji Relibialitas Variabel Akuntabilitas Laporan Keuangan 

Desa (Y) 

Table 4.16 

Hasil uji variabel Akuntabilitas Laporan Keuangan Desa( Y) 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Part 1 Value .747 

N of Items 3
a
 

Part 2 Value .914 

N of Items 3
b
 

Total N of Items 6 

Correlation Between Forms 849 
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Spearman-Brown 

Coefficient 

Equal Length 918 

Unequal Length 918 

Guttman Split-Half Coefficient 916 

Sumber: Data Primer yang diolah 

Analisis output:  Dari table 4.16  diatas diketahui korelasi 

Guttman Split-Half Coefficient sebesar 0,916  0,80 maka 

berkesimpulan instrument penelitian dinyatakan reliabel. 

2. Uji Prasarat Analisis 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang 

digunakan berdistribusi normal atau  berada dalam sebaran normal. 

Jika berdistribusi normal akan membentuk garis lurus diagonal dan 

ploting data residu akan tersebar mengikuti garis diagonalnya. 

Untuk melakukan uji normalitas dapat dilakukan dengan 

menggunakan uji kolmogrov-smirnov dan grafik P-P normal 

menggunakan bantuan program SPSS versi 26.0. Hasil uji 

normalitas dapat dlihat pada grafik P-P dibawah ini: 

 

 

 

Gambar 4.1 

Hasil Uji Normalitas .  

       
Sumber: Ringkasan Output SPSS 26.0, data diolah 
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Dari gambar 4.1  terlihat bahwa titik-titik tersebar di sekitar garis 

lurus, sehingga data dapat dikatakan berdistribusi secara normal. 

 

Tabel 4.17 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardize

d Residual 

N 37 

Normal Parameters
a,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation 3.12633801 

Most Extreme Differences Absolute .109 

Positive .082 

Negative -.109 

Test Statistic .109 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200
c,d

 

  Sumber: Data Primer yang diolah 

 

 

Berdasarkan tabel 4.17 diatas, diketahui bahwa nilai 

signifikannya 0,200 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

data tersebut berdistribusi normal dan model regresi dapat 

memenuhi asumsi normalitas. 

b. Uji Linieritas 

Tabel 4.18 

Uji Linieritas Penyajian Laporan Keuangan (X1) 

 

ANOVA Table 

 Sum 

of 

Squar

es 

d

f 

Mea

n 

Squa

re 

F Si

g. 

Penyajian 

Laporan 

Keuangan 

Betwe

en 

Group

(Combin

ed) 

208.6

48 

1

4 

14.9

03 

1.7

57 

.11

5 

Linearit 33.40 1 33.4 3.9 .06
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Dan 

Akuntabil

itas 

Laporan 

Keuangan 

Desa  

s y 8 08 39 0 

Deviatio

n from 

Linearit

y 

175.2

40 

1

3 

13.4

80 

1.5

89 

.16

4 

Within Groups 186.5

95 

2

2 

8.48

2 

  

Total 395.2

43 

3

6 

   

Sumber: Data Primer yang diolah 

Dari hasil pengujian linieritas pada tabel 4.18 diketahui 

deviation from linierity 0,164>0,05maka dapat disimpulkam 

bahwa terdapat hubungan antara X1 dan Y yaitu antara Penyajian 

laporan keuangan dengan  akuntabilitas laporan keuangan. 

Berdasarkan nilai F Jika nilai F lebih kecil dari f tabel maka ada 

hubungan yang linier begitupun sebaliknya jika nilai f lebih besar 

dari nilai f tabel maka tidak ada hubungan yang linier. Jika dilihat 

dari df deviation from linierity yaitu terdapat angka 13 dan within 

groups yaitu pada angka 22  terdapat hasil pada f tabel yaitu 2.20, 

pada tabel anova nilai F yaitu 0,1589<2,20 maka terdapat 

hubungan yang linier antara penyajian laporan keuangan dengan 

akuntabilitas laporan keuangan. 

Tabel 4.19 

Uji Linieritas Aksesibilitas Informasi Desa (X2) 

 

ANOVA Table 

 Sum 

of 

Squar

es 

d

f 

Mea

n 

Squa

re 

F Si

g. 

Aksesibili

tas 

Informasi 

Desa Dan 

Akuntabil

itas 

Betwe

en 

Group

s 

(Combin

ed) 

76.82

7 

1

0 

7.68

3 

62

7 

77

7 

Linearity 2.291 1 2.29

1 

18

7 

66

9 

Deviatio

n from 

74.53

5 

9 8.28

2 

67

6 

72

3 
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Laporan 

Keuangan 

Desa  

Linearity 

Within Groups 318.4

17 

2

6 

12.2

47 

  

Total 395.2

43 

3

6 

   

Sumber: Data Primer yang diolah 

Dari hasil pengujian linieritas pada tabel 4.19 diketahui deviation 

from linierity 0,723 >0,05maka dapat disimpulkam bahwa 

terdapat hubungan antara X1 dan Y yaitu antara Aksesibilitas 

Informasi desa  dengan  akuntabilitas laporan keuangan. 

Berdasarkan nilai F Jika nilai F lebih kecil dari f tabel maka ada 

hubungan yang linier begitupun sebaliknya jika nilai f lebih besar 

dari nilai f tabel maka tidak ada hubungan yang linier. Jika dilihat 

dari df deviation from linierity yaitu terdapat angka 9 dan within 

groups yaitu pada angka 26  terdapat hasil pada f tabel yaitu 2.27, 

pada anova tabel nilai F yaitu 0,676 <2,27 maka ada hubungan 

yang linier antara aksesibilitas informasi desa dengan 

akuntabilitas laporan keuangan desa.  

3. Uji Hipotesis 

a. Uji T 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada 

pengaruh yang signifikan antara Penyajian Laporan Keuangan 

Aksesibilitas Informasi Desa dengan Akuntabilitas Laporan 

Keuangan Desa. Hasil Uji T ini dapat diihat pada tabel 4.17  

berikut: 

Tabel 4.20 

Hasil Uji T 

Coefficients
a
 

Model Unstandardize

d Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. 

Erro

r 

Beta 

1 (Constant) 12.42 3.862  16.13 .00
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2 5 0 

Penyajian 

Laporan 

Keuangan 

dan 

Aksesibilita

s Informasi 

Desa  

.350 

 

 

-.157 

4.984 

 

 

.160 

,467 

 

 

-.165 

-

16.69

2 

.00

0 

 

 

  

.000 

a. Dependent Variable:  Akuntabilitas Laporan Keuangan 

  Sumber: Data Primer yang diolah(2022) 

Dalam pembuatan kesimpulan hipotesis yang diterima, 

terlebih dahulu tentukan tabel dengan signifikansi 0,05 atau 5% 

dalam uji dua sisi dan derajat keabsahan.  

T tabel     = t (a/2:n-1-k-1) = t (0,025:37-2-1) 

     = t (0,025:34) = 2.032 

Dari tabel 4.17 diatas, dapat diketahui bahwa pengujian 

hipotesis Penyajian Laporan Keuangan t hitung   dari t tabel 

(       2.032) dan tingkat signifikansi   0,05 (0,00   0,05), 

maka hipotesis dalam penelitian ini menolak H0 dan menerima Ha. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa memiliki pengaruh yang 

signifikan antara variabel satu dengan variabel lainnya yaitu antara 

penyajian laporan keuangan(X1) dengan Akuntabilitas laporan 

keuangan desa (Y). Kemudian untuk variabel X2 t tabel 

(16.692>2.032) dan tingkat signifikansi <0,05 (0,00<0,05) maka 

hipotesis dalam penelitian ini menolak H0 dan menerima Ha 

sehingga aksesibilitas informasi desa memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan desa.  

b. Uji regresi linear berganda  

Uji regresi linier berganda merupakan model regresi yang 

melibatkan lebih dari satu variabel independen. Analisis regresi 

linier berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa 

besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. 

Berdasarkan estimasi regresi linier berganda dalam SPSS versi 26.0 

diperoleh hasil sebagai berikut: 
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Tabel 4.21 

Hasil Estimasi Regresi 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

 t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 (Constant) 12.42

2 

3.86

2 
 

2,232 ,00

0 

Penyajian 

Laporan 

Keuangan  

.350 4.98

4 

.467 16.13

5 

,00

0 

 Aksesibilita

s Informasi 

Desa, 

-.157 .160 -.165 -

16.69

2 

,00

0 

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Laporan Keuangan 

   Analisis output:  

Dari tabel diketahui nilai constant (a) sebesar 12,422 sedangkan nilai 

Penyajian Laporan Keuangan Aksesibilitas Informasi Desa terhadap 

Akuntabilitas Laporan Keuangan, (b/ koefisien regresi) sebesar 

0,350, sehingga persamaan regresi dapat ditulis: 

Y = a + Bx1+Bx2+e 

Y =12,422+ 0,350X1+0,157X2+e 

   Persamaan diatas dapat diterjemahkan sebagai berikut: 

 Konstanta sebesar 12,422 mengandung arti bahwa nilai konstanta 

variabel Pengaruh  Penyajian Laporan Keuangan Aksesibilitas 

Informasi Desa Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Desa 

sebesar 12,422%. 

 Koefisien regresi x1 sebesar 0,350 menyatakan bahwa setiap 

penambahan 1% nilai pengaruh penyajian laporan keuangan 

terhadap akuntabilitas laporan keuangan maka nilai partisifasi 

bertambah sebesar 0,350. Koefisien tersebut bernilai positif, 

sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel x 

terhadap Y adalah positif. Kemudian koefisien regresi x2 sebesar 

0,157 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai 
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Aksesibilitas Informasi terhadap akuntabilitas laporan keuangan 

maka nilai partisifasi bertambah sebesar 0,350. Koefisien tersebut 

bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh 

variabel x terhadap Y adalah positif 

  Pengambilan keputusan dalam uji regresi linier berganda: 

 Berdasarkan nilai signifikansi pada tabel 4.17 diatas diperoleh 

nilai signifikansi sebesar 0,00 0,05 pada X1 dan 0,00<0,05 pada 

X2 sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan menerima 

H1, sehingga ada  Pengaruh  Penyajian Laporan Keuangan desa 

Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Desa, dan ada 

pengaruh antara aksesibilitas informasi desa dengan akuntabilitas 

laporan keuangan desa. 

 koefisien regresi variabel penyajian laporan keuangan terhadap 

akuntabilitas laporan keuangan desa(X1) sebesar 0,350 

mengandung arti bahwa penyajian laporan keuangan terhadap 

akuntabilitas laporan keuangan desa meningkat sebesar 35%. 

Sementara koefisien regresi variabel aksesibilitas informasi desa 

(X2) sebesar 0,157 mengandung arti bahwa aksesibilitas 

informasi desa terhadap akuntabilitas laporan keuangan 

meningkat sebesar 15,7%  

 

c. Uji Koefisien Determinasi   

Untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh  Penyajian 

Laporan Keuangan Aksesibilitas Informasi Desa Terhadap 

Akuntabilitas Laporan Keuangan Desa, peneliti menggunakan uji 

koefisien determinasi yang disajikan pada tabel 4.19 berikut. 

Tabel 4.22 

Uji Koefisien Determinasi 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .331
a
 .110 .057 3.217 

a. Predictors: (Constant), Penyajian Laporan Keuangan Aksesibilitas 

Informasi Desa, Akuntabilitas Laporan  Keuanga 

      Sumber: Data Primer yang diolah 
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Berdasarkan hasil outout SPSS versi 26.0 menunjukkan 

hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi (adjused 

  ) sebesar 0,110. Hal ini menunjukkan bahwa persentase 

pengaruh penyajian laporan keuangan(variabel independentt) 

aksesibilitas informasi desa (variabel independen) terhadap 

terhadap akuntabilitas laporan keuangan(variabel dependent) desa 

110 persen (variabel dependen) adalah 11,0%.sedangkan sisanya 

(100%-11,0%=89%) dijelaskan atau dipengaruhi variabel lain 

diluar variabel yang terdapat dalam penelitian ini. Hal ini berarti 

bahwa masih terdapat pengaruh lain yang mempengaruhi 

akuntabilitas laporan keuangan desa.  

 

D. Pembahasan Hasil Penelitian  

1. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Terhadap 

Akuntabilitas Laporan Keuangan  

 Berdasarkan pengujian hipotesis yang pertama 

menunjukan nilai koefisien regresi variabel penyajian laporan 

keuangan  sebesar 0,350 dan nilai t hitung > t tabel atau 

(16,135>2,032) dengan nilai signifikansi sebesar 0,000, dimana 

nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0,05 (0,00<0,05). Maka 

dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan 

signifikan dari variabel Pengaruh Penyajian Laporan keuangan 

terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan.  

Penyajian laporan keuangan merupakan kewajiban yang 

harus dilakukan oleh organisasi publik dalam penelitian ini 

yaitu pemerintah desa sebagai pertanggungjawaban kepada 

masyarakat dengan tujuan untuk menyediakan informasi yang 

relevan dan sebagai bentuka kuntabilitas pemerintah desa. 

Untuk dapat menyusun laporan keuangan yang berkualitas serta 

akuntabilitas laporan keuangan yang baik diperlukan pegawai 

yang bertanggung jawab dan jujur atas penyajian laporan 

keuangan serta memenuhi standar akuntansi. Apabila suatu desa 

memiliki akuntabilitas laporan keuangan yang baik yang 

dijalankan oleh pemerintah yang jujur maka akan semakin baik 

penyajian laporan keuangannya sehinnga meminimalisir 
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kesalahan dalam pencatatan ataupun penyajian laporan 

keuangan. 

 Hasil Penelitian ini sesuai dengan penelitian Superdi 

(2017) dan Ema Tititen (2017) menyatakan bahwa penyajian 

laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas lapora 

keuangan desa. Penyajian laporan keuangan sangat penting dan 

dibutuhkan oleh suatu pemerintahan dea karean semakin baik 

penyajian laporan keuangan desa maka akan semakin baik 

akuntabilitas laporan keuangan desa karena penyajian laporan 

keuangan merupakan laporan yang wajib dicatat dalam 

mengoprasikan keuangan desa sehingga penyajian laporan 

keuangan diharapkan dapat meningkatka akuntabilitas laporan 

keuangan desa. Dari hasil penelitian tersebut dapatdisimpulkan 

bahwa penyajian laporan keuangan sangat berpengaruh dalam 

akuntabilitas laporan keuangan desa karena penyajian laporan 

keuangan merupakan faktor penting bagi pemerintah desa, 

dengan adanya penyajia laporan keuangan desa di Desa Mekar 

Jaya Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan 

maka akan meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan desa. 

Selain itu, jika tidak adanya penyajian laporan keuangan maka 

tidak akan jelas transaksi keuagan didesa tersebut serta tujuan 

instansi sulit untuk dicapai.  

  

2. Aksesibilitas Informasi Desa Terhadap Akuntabilitas 

Laporan Keuangan Desa 

 Berdasarkan pengujian hipotesis yang kedua menunjukan 

nilai koefisien regresi variabel aksesibilitas informasi sebesar 

0,157 dan nilai t hitung > t tabel atau (16.692>2,032) dengan 

nilai signifikansi sebesar 0,000, dimana nilai signifikansi ini 

lebih kecil dari 0,05 (0,00<0,05). Maka dapat disimpulkan 

bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari 

variabel aksesibilitas informasi desa terhadap akuntabilitas 

laporan keuangan. 

 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dengan 

aksesiilitas informasi di desa dapat membantu perhubungan 

antara satu desa dengan desa lainnya,serta mempermudah 
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hubungan informasi antara pemerintah desa dengan masyarakat. 

Dengan adanya aksesibilitas informasi desa maka informasi 

desa akan semakin terbuka atau transparan terhadap masyarakat 

dengan begitu maka tujuan dari aksesibilitas informasi desa 

akan tercapai. Aksesibilitas informasi desa sangat berpengaruh 

dalam akuntabilitas laporan keuangan desa karena aksesibilitas 

informasi merupakan sesuatu yang harus dilakukan untuk 

memaparkan informasi yang ada didesasehingga masyarakat 

tahu informasi apasaja yang diberikan oleh desa. Begitupun 

sebaliknya jika tidakadaknya aksesibilitas informasi desa maka 

masyarakat akan sulit mendapatkan informasi yang ad didesa 

sehingga hilangnya komunikasi dan kurangnya pemahaman 

masyarakat terhadap pemerintah desa.  

Hasil penelitian ini sesuai engan penelitian yang dilakukan 

Charli Andreas (2015) dan oleh Lily (2015) menyatakan bahwa 

aksesibilitas informasi berpengaruh terhdap akuntabilitas 

laporan keuangan desa. 

 

3. Akuntablitas Laporan Keuangan Desa Dalam Perspektif 

Akuntansi Syariah   

 Lembaga administrasi Negara republik Indonesia 

(LANRI) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan 

(BPKP) (2001:22) menjelaskan pengertian akuntabilitas yaitu 

akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris accountability, yang 

artinya keadaan untuk dipertanggungjawabkan: keadaan dapat 

dimintai pertanggungjawaban. Sedangkan menurut Pasal 

7Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 menjelaskan bahwa 

yang dimaksudkan dengan “asas akuntabilitas” adalah asas 

yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari 

kegiata penyelenggaraan Negara harus dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai 

pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab 

ituseseorang yang mendapatkan amanat harus 

mempertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat 

sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuaidengan 
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ketentuan peraturan perundang-undagan yang berlaku. Oleh 

sebab itu seseorang yang mendapatkan amanat harus 

mempertanggungjawabkannya kepada orang-orang yang 

memerinya kepercayaan.   

Akuntansi Syariah dibangun diatas paradigma syariah 

(sharia paradigm). Dalam KDPPLKS ( Kerangka Dasar 

Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah) 

dijelaskan bahwa akuntansi syariah berlandaskan pada 

paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh tuhan 

sebagai amanah (kepercayaan ilahi) dan sarana kebahagiaan 

hidup bagi seluruh umat untuk mencapai kesejahteraan hakiki 

secara material dan spiritual yakni falah. Paradigma syariah 

menekankan setiap aktivitas manusia memiliki akunatabilitas 

dan nilai ilahiah yang menempatkan perangkat syariah dan 

akhlak sebagai paramenter baik da buruk, benar dan salahnya 

suatu aktivitas ekonomi. Dengan paradigm ini, akan 

membentuk integritas yang dapat membantu terbentuknya 

karakter tata kelola keuangan yang baik.  

Tujuan dasar laporan keuangan akuntansi syariah yang 

bersifat materi adalah pemberia informasi untuk pengambilan 

keputusan ekonomi sedangkan yang bersifat spirit adalah 

akuntabilitas. Kedua tujuan ini bersifat mutually inclusive yaitu 

tujuan yang satu tidak dapat meniadakan yang lain dan berada 

dalam satu kesatuan. Triyuwono berargumen bahwa akuntansi 

syariah merupakan instrument akuntabilitas yang digunakan 

oleh manajemen kepada tuhan (akuntabilitas vertikal), 

stakeholders dan alam ( akuntabilitas horizontal) mengenai 

informasi yang harus diberikan/diungkapkan oleh akuntansi 

syariah, triyuwono berpendapat perlu diketahui bahwa dalam 

pemikiran ini, pemberian informasitidak terbatas pada 

pemberian informasi kuantitatif, sebagaimana pada akuntansi 

modern, tetapi juga melingkupi informas kualitatif, baik yang 

bersifat ekonomi maupun yang bersifat sosial, spiritual dan 

politik bisnis.
72
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(Jakarta:PT Raja Grafido Persada,2002)h.214. 
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Pengelolaan keuangan desa penerapan akuntabilitas 

perspektif islam terwujud jika pemerintah desa memenuhi 

kewajiban menyampaikan amanah atau pertanggungjawaban 

kepada masyarakat atau instansi yang berhak menerima 

pertanggungjawaban. Dimana pertanggungjawaban tersebut 

harus berdasarkan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya 

seperti peraturan desa (Perdes) dan Prinsip-Prinsip syariah. 

Pengelolaan yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi 

karena akuntabilitas secara umum adalah pertanggungjawaban 

agent kepada principal atas amanah yang dikuasakan 

kepadanya. Maka seharusnya seorang agent yang bertaqwa 

kepada allah akan senantiasa melakukan pertanggungjawaban 

secara jujur atas setiap amanah baik kepada allah, sesame 

manusia dan alam. Tidak hanya untuk bersikap jujur, allah 

SWT memerintahkan kita bersama orang-orang yang jujur. 

Allah SWT berfirman dalm qur’an surah At-Taubah ayat 119 

yang artinya: “Hai orang-oran yang beriman bertakwalah 

kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang orang yang 

benar. “(Q.S. At-Taubah:119). 

 Bersifat jujur dalam segala hal, menyampaikan informasi 

dengan benar kepada publik, konsisten melakukannya sehingga 

terbangun budaya integritas, sehingga harapannya dengan 

adanya penyajian laporan keuangan, aksesibilitas informasi 

desa serta akuntabilitas laporan keuangan aparat pemerintah 

desa dapat mempertanggungjawabkan atas laporan keuangan 

desa tentunya dengan aksesibilitas yang baik maka 

pemerintahan desa akan semakin baik terutama dalam laporan 

keuangan dengan adanya sumberdaya manusia yang memiliki 

integritas dan kejujuran dalam menyajikan laporan keuangan 

dengan tujuan dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya 

terhadap masyarakat maupun Allah SWT.  

Akuntabilitas dibutuhkan untuk menghasilkan 

pengungkapan yang benar, adil dan transparansi. Menurut Abu 

Tapanjeh akuntabilitas yang paling utama adalah kepada Allah 

SWT, konsep dasar akuntabilitas islam percaya bahwa seluruh 

sumberdaya yang tersedia untuk individu ada dalam bentuk  
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kepercayaan. Oleh karena itu pngungkapan fakta keuangan 

harus menggambarkan informasi yang benar, akurat, tersedia 

bebas untuk pengguna laporan keuangan serta mudah dipahami 

dan harus sesuai dengan prinsip akuntansi syriah yaitu prinsip 

kebenaran. Akuntansi syariah erat hubungannya dengan perkara 

pengukuran dan pengakuan, sehingga diharapkan dengan 

adanya akuntabilitas laporan keuangan yang baik akuntansi 

syariah yang digunakan pemerintah desa berperan dalam 

penyajian laporan keuangan yang baik, aksesibilitas informasi 

yang mudah serta berperan melakukan pengukuran mengakui 

dan melporkan transaksi sebenar-benarnya.    

 

  



 

80 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

Bersadarkan teori, penelitian, pengumpulan data dan 

analisis yang telah dilakukan oleh penulis, tentang pengaruh 

penyajian laporan keuangan, aksesibilitas informasi desa terhadap 

akuntabilitas laporan keuangan dalam perspektif Akuntansi islam 

di desa mekar jaya kecamatan merbau mataram kabupaten 

lampung selatan, maka selanjutnya dapat ditarik kesimpulan 

sesuai dengan rumusan masalah tersebut diatas adalah sebagai 

berikut: 

1. Penyajian laporan keuangan berpengaruh positif dilihat dari 

uji T yang menunjukan t hitung > t tabel (16,135>2032) 

hasilnya menunjukan positif sehingga pada variabel penyajian 

laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

akuntabilitas laporan keuangan desa dilihat dari uji T yang 

menunjukan tingkat signifikansi <0,05  (0,000<0,05) yang 

artinya semakin baik penyajian laporan keuangan desa maka 

akan memberikan peningkatan dalam akuntabilita laporan 

keuangan. Berdasarkan hasil pengolahan data dari analisis 

yang diakukan dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan 

bahwa ada pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap 

akuntabilitas laporan keuangan desa pada tahun 2021/2022. 

Hal tersebut dapat dibuktikan dengan menunjukkan t hitung > 

t tabel (      2032) dan tingkat signifikansi  0,05 

(0,00 0,05), maka hipotesis dalam penelitian ini menolak H0 

dan menerima H1. Sehingga dapat dikatakan bahwa penyajian 

laporan keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

Akuntabilitas Laporan Keuangan desa. 

2. Aksesibilitas informasi desa berpengaruh positif dengan uji T 

yang menunjukan t hitung > t tabel (16692>2032) dan 

signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan 

desadengan tingkat signifikansi <0,05 (0,00<0,05) yang 

artinya semakin baik aksesibilitas informasi desa maka akan 
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memberikan peningkatan terhadap akuntabilitas laporan 

keuangan desa. Berdasarkan hasil pengolhan data pengujian 

hipotesis aksesibilitas informasi desa terhadap akuntabilitas 

laporan keuangan desa menunjukan t hitung>dari t tabel 

(16692>2032) dan tingkat signifikansi <0,05 (0,00<0,05). 

Maka hipotesis dala penelitian ini menolak H0 dan menerima 

H1. Sehingga dapat dikatakan bahwa aksesibilitas informasi 

desa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas 

laporan keuangan desa. 

3. Akuntabilitas Laporan Keuangan Desa Dalam Perspektif 

Akuntansi Syariah, Peran penyajian laporan keuangan 

aksesibilitas informasi desa dalam akuntabilitas laporan 

keuangan desa menjadikan pengelolaan keuangan serta 

tanggungjawab desa semakin akuntabel. Penerapan 

akuntabilitas perspektif syariah terwujud jika pemerintah desa 

memenuhi kewajibannya menyampaikan amanah atau 

pertanggungjawaban kepada masyarakat atau instansi yang 

berhak menerima pertanggungjawaban.  

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran 

yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Pegawai Desa Mekar Jaya  

a. Untuk memperbaiki tingakat penyajian laporan keuangan 

desa, maka pegawai  pemerintah desa hendaknya lebih 

teliti dalam menyajikan laporan keuangan . 

b. Untuk memperbaiki penyajian laporan keuangan yang agar 

lebih relevan, jujur dan bersifat netral(tidak memihak 

kepada kepentingan tertentu dan tidak dittutup-tutupi serta 

sesuai dengan peraturan pencatatan akuntansi. 

 

2. Bagi pemerintah desa 

a. Pemerintah desa diharapkan lebih mengoptimalkan 

penyajian laporan keuangan sesuai dengan PSAK 

sehingga mencegah terjadinya kesalahan penyajian 

laporan keuangan. 

51 



 
 

 
 

b. Pemerintah desa diharapkan memberkan aksesisibilitas 

informasi desa terhadap masyarakat untuk menghindari 

kesalahpahaman dan hilangnya komunkasi atas penyajian 

laporan keuangan serta informasi penting lainnya agar 

masyarakat paham dan selaras demi mencapai tujuan 

pemerintahan yang baik serta desa yangbaik.  

c. Pemerintah desa sebaiknya memiliki akuntan yang jujur 

dan bertanggung jawab demi penyajian laporan keuangan 

yang baik dan jujur apaadaya tanpa ada yang ditutup-

tutupi.  

d. Hasil distribusi jawaban responden ada beberapa 

responden yang tidak puas terkait aksesibilitas informasi 

desa. Untuk itu pemerintah desa dapat melakukan 

peningkatan aksesibilitas informasi, mengevaluasi 

informasi yang penting untuk disampaikan kepada 

masyarakat sehingga kedepannya akan lebih baik lagi. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Untuk  peneleliti selanjutnya diharapkan dapat 

mengembangkan penelitian yang sudah ada dengan 

mencari faktor lain yang dapat mempengaruhi 

akuntabilitas laporan keuangan desa selain penyajian 

laporan keuangan desa dan aksesibilitas informasi desa 

karena hasil dalam penelitian ini terdapat pengaruh yang 

rendah sehingga masih banyak faktor lain yang 

mempengaruhi akuntabilitas laporan keuangan desa.  

b. Untuk peneliti selanjutnya dapat menjadikan hasil 

penelitian sebagai referensi dan literature dalam 

penelitian berikutnya. 


